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MOTTO

Bukanlah undang-undang yang dapat menciptaRan Keadilan akan tetapi
kemavan dan Rgmampuan oranglak yang dapat menciptakan keadifan’

(Olehi Ministry, 1995)
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RINGRKASAN

Bank di dalam melaksanakan usahanva memberikan financial serviees
hepada para nasabahnya menggunakan bentuk penjanjian  baku  (standard
contract). Prakitek penggunaan standard contrace dalam perjanjian  kredit
mengandung  banyak kelemahan. Namun dalam kehidupan  dimasyarakat
penjanjian baku (standeard contract) itu sangat dibutuhkan dan tetap dilaksanakan
terutama dibidang bisnis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin
membahas lebih lanjut dalam skripsinya vang berjudul *Tinjauan Yuridis
Perjanjian Baku (Standard contract) Dalam Perjanjian Kredit Bank
Dikaitkan Dengan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van
Omstandigheden) dan  Akibat Hukumnya” (Studi  Putusan Na.
354/Pdt.G/2002/PN, Shy).

Permasalahan yang akan dibahas didalam skripst ini adalah tentang
keabsahan perjanjian baku (standard contract) dalam perjanjian kredit bank
dikaitkan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan, akibat hukum penerapan
perjanpian baku (standard contract) dalam perjanjian  kredit dengan tidak
terpenuhinya salah satu unsur syarat sah perjanjian dan dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara No. 354/Pdt.G/2002/PN Shy sudah tepat
menurut hukum dan memenuhi asas keadilan.

Dalam membahas permasalahan terschut diatas penulis menggunakan
metodologi  penulisan  sebagai  berikut  Pendekatan masalah menggunakan
pendekatan yuridis normatf dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode
pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah studi dokumentasi dan
kepustakaan. Analisa data yang di pergunakan adalah diskriptif kualitatif,

Dalam perjanjian kredit,. Bank mempunyai  keunggulan ekonomis
dibanding nasabah debitur schingga memberi kewenangan kepada bank untuk
menetapkan aturan-aturan dan syarat-syara permohonan kredit. Nasabah hanya
diminta pendapatnya apakah menerima atau tidak svarat-syaral yang ditetapkan.
Dalam perjanjian kredit bank cksistensi kata sepakat antara para pihak tidak
benar-benar ada. Dengan menandatangani perjanjian kredit nasabah dianggap
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menyetujui 181 standard contraci meskipun sesungguhnya tdak Penjanpian kredit
dengan menggunakan model standart contrace dimaksudkan untuk meniadakan
dan membatasi salah satu pihak yaitu bank untuk membayar ganti kerugian
kepada nasabah.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
vaitu perjanjian kredit bank dengan menggunakan model standear contract dalam
praktek membenkan peluang lebih  besar kepada bank  untuk  melakukan
penvalahgunaan keadasan Kata sepakal dalam perjanjian kredit bank hanya
bersifat fiktif schingga 1s1 perjanjian sangat memberatkan salah satu pihak. Hal it
bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen selingga bedasarkan
pasal 18 ayat (3) UUPK perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara No. 354/Pdi.G/2002/PN, Shy
tidak bisa melihat adanya asas itikad tidak baik bank dalam melaksanakan
peganjian. Hakim juga mengesampingkan berlakunya Undang-Uindang No. 8§
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga tidak memenuhi rasa
keadilan nasabah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa saran
yaitu prosedur pelaksanaan pemberian kredit bank dengan menggunakan srandart
comiract harus mendapatkan pengawasan dari Pemerintah. Pengadilan. Notaris
dan Konsultan Hukum. Standart contract Bank itu hendaklah dibuat secara
seragam oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan kepentingan nasabah,
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hutang piutang tersebut
hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan vang tercantum dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sehingga memenuhi rasa
keadilan nasabah.
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Pada zaman modern sekarang ini hampir tidak ada kehidupan ekonomi
vang tidak bersentuhan dengan dunia perbankan, khususnya vang berkenaan
dengan pendanaan berbagai usaha di bidang industri. perdagangan bahkan di
bidang kehidupan rumah tangga biasa. Industri perbankan merupakan sarana vang
strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas  nasional (trilog
pembangunan). Peran yang strategis tersebut terutama discbabkan fungst utama
bank sebagai wahana vang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
secara efektif dan efisien melalw fasilitas kredit. Hampir setiap orang pada suatu
saat membutuhkan uluran kredit untuk melaksanakan usahanva.. Sementara itu
untuk mencari mitra usaha vang bersedia dalam waktu singkat menyertakan
modalnya juga tidak selalu mudah.

Pemberian kredit sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh bank,
telah disadari benar manfaatnya oleh banvak pihak baik oleh bank itu sendiri
maupun golongan masyarakat tertentu. Bapi bank kredit adalah merupakan salah
satu fungsi untuk menyehatkan usahanya. Bagi golongan masyarakat tertentu
yang membutuhkan, kredit digunakan untuk meningkatkan produksi dan
memenuhi kebutuhan. Juga sebagai cara untuk menjaga kestabilan ekonomi dan
untuk meningkatkan kedudukan ekonomi lemah. Fungsi kredit yang tidak kalah
penting adalah untuk menunjang pembangunan bidang-bidang tertentu. Upaya
pemerataan pembangunan masyarakat, di mana untuk fungsi im dijalankan oleh
bank pemerintah selaku Agen of Development.

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 huruf b
merumuskan dengan tegas tentang Bank, bahwa “Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak™ Bank
* umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam melaksanakan usahanya memberikan
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fasilitas kredit atau pembiayaan menggunakan prinsip svariah atau konvensional.
Mengenai isi dan bentuk surat perjanjian atau akad kredit, undang-undang tidak
memberikan petunjuk khusus. Hal ini dikarenakan financial services vang
berkaitan dengan kredit itu berancka warna dan berubah dari wakty ke waktu,
Perubahan ini berkenaan dengan perubahan dalam kebutuhan pelayanan kredit
bagi bermacam-macam usaha debitur yang masing-masing membutuhkan
pelayanan yang spesifik. Isi dan bentuk penanjian itu diserahkan kepada kedua
belah  pihak yang mengadakan perjanjian  berdasarkan prinsip kebebasan
berkontrak. Namun dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan
Surat Edaran Bank Indonesia No 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret
1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaaan Kebijaksanaan Perkreditan
Bank Bagi Bank Umum ditegaskan bahwa setiap akad kredit harus tertulis baik dj
bawah tangan maupun di muka notaris (lthat lampiran V).

Di dalam praktek, bank dalam memberikan fasilitas layanan kredit telah
menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit vang akan diserahkan
kepada setiap pemohon kredit. Isi dari penjanjian tersebut sudah dibuat dalam
bentuk pasal-pasal yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh bank (standard
Jorm). Formulir im kemudian diserahkan kepada setiap pemohon kredit tanpa
memperbincangkan terlebih dahulu isi vang ada dalam formulir terscbut dengan
pemohon. Kepada pemohon hanya diminta pendapatnya apakah dapat menerima
Syaral-syarat yang tersebut dalam formulir perjanjian atau tidak. Hal vang kosong
(belum diisi) di dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi
sebelumnya yaitu antara lain identitas pemohon kredit, jumlah pinjaman, bunga,
tujuan dan jangka waktu kredit Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian
kredit di dalam praktek tumbuh scbagal perjanjian standar (Badrulzaman,
1980:31).

Bank dalam memberikan kredit menerapkan fhe Five (s kepada para
nasabah debitur. Apabila lima hal tersebut telah terpenuhi, bank dapat
menganggap para nasabah sementara dianggap layak mendapat kredit. Dikatakan
semenfara karena sebelum benar-benar menyetujui untuk memberikan kredit,
bank menyodorkan perjanjian kredit kepada para calon nasabah untuk
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ditandatangani. Perjanjian kredit tersebut antara lain berisi aturan-aturan atau
persvaratan yang telah ditetapkan bank dalam memberikan kredit. Apabila calon
nasabah bersedia menandatangani perjanjian tersebut, maka dianggap benar-benar
layak menerima kredit. Apabila nasabah tak bersedia menandatangani maka
dianggap tidak layak sehingga tidak memperoleh kredit. Dalam hukum bisnis
kehadiran perjanjian baku atau kontrak standar sangat diperlukan, terutama dalam
bisms yang melibatkan kontrak dalam jumlah vang banvyak (mass production of
contract), Bagi dunia bisnis, kehadiran perjanjian baku tersebut sangat diperlukan
untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurang ongkos. Memang dari segi
hukum perjanjian baku ini banyak masalah tetapi dibutuhkan. Hal ini dikarenakan
perjanjian dengan menggunakan perjanjian baku dapat membuat praktek bisnis
menjadi lebih simpel serta dapat ditanda tangani seketika oleh para pihak. Dasar
berlakunya perjanjian baku ini adalah “De Fictie Van Willen Vertrouwen™
Kesepakatan dalam perjanjian baku itu hanya merupakan teori fiksi saja sehingga
tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak vang
melakukan perjanjian khususnya nasabah. Asas hukum perjanjian yang terdapat
dalam pasal 1320-1338 maupun kesusilaan praktis dilanggar dalam perjanjian
tersebut. Pelanggaran asas konsensualisme yang mutlak harus ada dalam setiap
perjanjian akan menyebabkan perjanjian vang telah dibuat itu tidak sah dan tidak
mengikat sebagai undang-undang Sehingga para pihak tidak berkewajiban untuk
melaksanakan 1si perjanjian.

Kelemahan kelemahan dan suatu perjanjian baku adalah kurangnya
kesempatan bagi pihak lawan untuk bernegoisasi atau mengubah klausula-
klausula dalam kontrak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan perjanjian baku
itu berpotensi untuk membuat klausa-klausa yang berat sebelah dan sangat
bertentangan dengan rasa keadilan. Menurut Munir Fuady (2003:78) faktor-faktor
vang menyebabkan perjanjian baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai
berikut:

a. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu
pihak untuk melakukan tawar menawar, schingga pihak yang
kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk
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mengetahul isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis
dengan hurul kecil-keeil.

b. Karena penyusunan kontrak vang septhak, maka pihak penvedia
dokumen biasanya memiliki cukup banvak waktu untuk memikirkan
mengenal klausa-klausa dalam dokumen terscbut, bahkan mungkin
saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru
dibuat oleh para ahli. Sedang pihak yang kepadanva disodorkan
dokumen tidak banyak kesempatan dan sering Kali ndak familiar
denpan klausa-klausa tersehut

c. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan

yang sangat tertekan, schingga hanya dapat bersikap “rake it or leave

it

Di dalam praktek klausula-klausula yang berat sebelah dalam perjanjian
baku tersebut biasanya mempunyal wujud sebaga berikut:

Dicetak dengan huruf kecil-kecil,

Bahasa yang tidak jelas artinya:

Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca:

Kalimat yang kompleks;

Bahkan ada kontrak baku vang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak
lersamar) seperti tiket parkir, karcis bioskop. tanda penerimaan pembuatan
foto dan lain-lain;

6. lika kalimat ditempatkan pada lempat-tempat yang kemungkinan besar tidak
dibacakan oleh salah satu pihak (Munir Fuady, 2003:78).

et o o

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank dengan nasabah tampak
seolah-olah pihak pemberi kredit “menckan” penerima  kredit. Perbedaan
kedudukan dan keunggulan ekonomis antara bank selaku kreditur dengan nasabah
memberikan kewenangan yang besar kepada bank untuk menentukan Syarat-
syarat dalam perjanjian tersebut Syarat-syarat yang dicantumkan dalam pernanjian
kredit itu dibuat seoptimal mungkin untuk memperoleh keuntungan vang sebesar-
besarnya. Dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang (kredit) No. LCR. I/ 140/3/BT/9]
(lihat lampiran 11) tidak ada satupun pasal yang memuat kewajiban dari bank
untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah jika bank terlambat dalam
mencairkan dana. Nasabah selaku debitur yang mempunyai kedudukan vang lebih
lemah tidak mampu berbuat lebih banyak untuk merubah syarat-syarat atau
klausula-klausula yang telah disebutkan dalam kontrak. Faktor keburuhan
biasanya yang menyebabkan debitur menerima begitu saja klausula- klausula yang
ada dalam format perjanjian. Keadaan “tertekan” ini biasanya yang dijadikan
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alasan oleh nasabah dalam setiap pembelaan di depan pengadilan saat ia tidak
mampu mengembalikan pinjaman vang telah jatuh tempo. Dalam eksepsinya
nasabah mengatakan bahwa dari semula ia keberatan dengan syarat-syaral yang
telah dibuat oleh bank. Namun pada saat itu nasabah tidak mampu berbuat apa-
apa karena posisinya vang lemah, Sehingga bank dikatakan dengan sengaja
menerapkan mushruik van omstandieheden (penyalahgunaan keadaan). Dengan
diberikannya form-form penanjian debitur juga merasa pada saat perjanjian kredit
tersebut dibuat, bank selaku kreditur telah menempatkan debitur dalam keadaan
vang tidak bebas membuat suatu perjianjian (terpantung), darurat dan terpaksa.
Nasabah sebenarnya tidak menghendaki perjanjian vang teformat seperti itu
sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian kredit bank tersebut tidak
terdapat persesuaian kehendak antara kedua belah pthak. Fakta kasus yang terjadi.
hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Hakim sehingga kemenangan selalu
berpihak kepada bank. Hakim dalam memutuskan perkara sering kali didasarkan
pada bukti-bukti tertulis vang ada sehingga kurang memenuhi rasa keadilan
nasabah. (lihat lampiran I)

Namun demikian harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahan-
kelemahan, kehadiran dari  perjanjian  baku sangat  diperlukan  untuk
mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos. Banyak sarjana hukum
Belanda yang mendukung eksistensi petjanjian baku yaitu Stein vang mengatakan
bahwa “Suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya
kemauan dan kepercayaan (Fictie Van Willen Vertrouwen )", vakni kemauan dan
kepercayaan untuk mengikatkan dini ke dalam kontrak terschut, Selanjutnya
Asser-Rutten menyatakan bahwa “Seorang mengikat kepada kontrak baku karena
dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus diangpap
mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab kepada isi dan
kontrak tersebut™. Ahli hukum lain yang juga mendukung perjanjian baku adalah
Hondius yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian baku mempunyai ketentuan
hukum berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku di masyarakat” (Munir
Fuady, 2003:86).
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Berdasarkan fenomena seperti tersebut di atas, penulis mencoba mengkajinya
sebagal bahan skripsi dengan judul *TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN
BARU (STANDARD CONTRACT) DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN
(Misbruik Van Omstandigheden) DAN AKIBAT HUKUMNYA® (Studi
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2002/PN. Sby Tanggal 19 Maret 2003),

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar dalam
pembahasannya, maka penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
I. Bagaimana keabsahan pencrapan perjanjian baku (standard contrace) dalam

perjanjian kredit dikaitkan dengan ajaran penyalah gunaan keadaan?

b

Apa akibat hukum dari penerapan perjanjian baku dalam penjanjian kredit
dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari syarat sah perjanjian?

3. Apakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam
memutuskan perkara No. 354/Pdt G/2002/PN. Sby telah benar menurut hukum

dan memenuhi asas keadilan?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi 1ni
adalah sasaran yang bersifat umum dan khusus, yang meliputi:
1.3.1 Tujuan Umum
Tuyuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah;
I. Sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada
IFakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang
didapat selama kuliah ke dalam realita permasalahan hukum yang
lerdapat dalam masyarakat.
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1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah-

1. Untuk mengetahui  keabsahan penerapan  perjanjian  baku  dalam
perjanjian kredit dikaitkan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat terjadj terhadap penerapan
perjanjian baku dalam perjanjian kredit dengan tidak terpenuhinya salah
satu unsur syaral sah perjanjian,

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum vang dipakai hakim
dalam memutuskan perkara No. 354/Pdt G/2002/PN.Sby, Apakah sudah

benar menurut hukum dan memenuhi asas keadilan,

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil pengkajian terhadap perkara penerapan perjanjian baky (standard
contract) dalam perjanjian  kredit bank, berdasarkan Putusan Nomor
354/Pdt.G/2002/PN.Sby dapat menambah perbendaharaan  ilmu hukum,
khususnya bidang hukum kontrak dan perbankan sebagai bahan dan pertimbangan

dalam memahami terhadap adanya kasus yang sama,

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah. Suatu
penulisan skripst mutlak memerlukan suatu metode penulisan vang dipergunakan
sebagal cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan
menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungiawabkan secara
tlmiah sehingga dapat menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal
(Hadikusuma, 1995:58). Adapun metode vang dipergunakan adalah sebagai
berikut:
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah vang dipergunakan dalam membahas suatu masalah
* yang disajikan sebagimana tersebut di atas yaitu pendekatan yuridis normatif,
yaitu suatu usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat-sifat hukum
yang nommatil meliputi asas-asas hukum, peraturan  perundang-undangan,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sistematika hukum. sinkronisasi (penvesuaian) hukum, perbandingan hukum atau
sejarah hukum (Hadikusuma, 1995:60)
1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang dititik
beratkan pada data menurut cara memperolehnya, vaitu sumber data sekunder
yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen
vang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yvang sudah tersedia
dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi vang biuasanya disediakan di

perpustakaan atau milik pribadi peneliti. (Hadikusuma. 1995:65)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang penulis gunakan

adalah :

a. Studi Dokumentasi
Yaitu kapian dokumen negara, dalam hal in berupa putusan Pengadilan Negeri
No. 354/Pdi-G/2002/PN. Sby tanggal 19 Maret 2003

b. Studi Kepustakaan
Dalam hal in1 penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari
karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan perundang-undangan vang
berhubungan dengan skripsi ini. Dengan metode ini penulis memperoleh data-
data tentang teori-teori hukum vang dapat dipergunakan untuk memecahkan
permasalahan yang ada.

I.5.4 Analisa Data

Metode analisa data vang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode
diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat
mengenal suatu permasalahan yang didasarkan atas apa yang ditemukan dari data
sekunder yaitu dari buku-buku dan dokumen vang diteliti, yang benar-benar

terarah pada masalah yang ingin diketahui dan dijelaskan. (Hadikusuma,
1995:104).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor:
354/Pdt.G/2002/PN Sby. Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah -

BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA, berkantor di Jalan Mayjend

Sungkono Pertokoan Barutama Blok Ve No. | - 4 Surabava, yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Eko Sriwidiastuti, S H. Dwi Listiowati, S H, Erika

Dora, S.H, semuanya karvawati Bank Pasar Karyawan Swantara, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2002. selanmjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ... covnsniens

MELAWAN

I. ABDULLAH MUNIF : Swasta, bertempat tinggal di Gumeng RT, 02,
RW. 01 Kel. Gumeng Kec. Bungah Kabupaten
Gresik.

2. Ny. SITIAROFANl  : Swasta, bertempat tinggal di Gumeng RT. 02,
RW.01 Kel. Gumeng Kee. Bungah Kabupaten Gresik.
vang selama ini memberikan kuasa kepada H. Abdul
Mubarok, S H., M.H, Padjo Susanto, SH.. C.N dan
Sri Sugeng Pujiatmiko, SH. para pengacara pada
kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum
(LPBH) Nahdatul Ulama Jawa Timur, berkantor di
Jalan Raya Darmo 96 Surabaya, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2002, selanjutnya
disebut TERGUGAT..........oooooviiiiene

Pada tanggal 27 Maret 1991 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
peranjian pinjam uang (kredit), Perjanjian itu dituangkan didalam Akta

No. LCR. 11.140/3/BT/91. Dalam Akia Perjanjian itu disebutkan bahwa Tergugat

telah menerima uang sebagai pinjaman kredit dari Penggugal sebesar
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Rp.13.500.000.- ditambah bunga Rp. 12.150.000- (untuk 30 bulan) Jumlah
keseluruhan pinjaman sebesar 25.650.000 - angsuran Rp. 2,565.000.- tarif bunga
3 % sebulan merata. Pengembalian pinjaman beserta bunga oleh Tergugat akan
diangsur dalam 10 (sepuluh) kali angsuran. Angsuran pertama jatuh pada tanggal
27-6-91 angsuran berikutnya berturut-turut tiap 90 hari sampai pinjaman tersebut
lunas tanggal 27-9-93, sebagai barang jaminan, Tergugat telah mengagunkan
sebidang tanah tambak seluas 36.345m’ menurut Sertifikat Hak Milik No. 35
gambar situasi No. 1572 tanggal 8-8-1989 terletak di Desa Mriyunan Kecamatan
Sedayu Kabupaten Gresik

Tergugat pada saat pengembalian pinjaman telah Jatuh tempo, tidak dapat
mengembalikan pinjamannya sehingga jelas para tergugat telah melakukan
perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, Penggugat merasa sangat dirugikan
dengan perbuatan Tergugat schingga Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Surabaya dan terdafiar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 23 Mei 2002.

Berdasarkan gugatan itu Tergugat mengajukan jawaban dengan surat
Jawabannya tertanggal 4 September 2002. Dalam salah satu eksepsinya Tergugat
mengatakan bahwa para Tergugat tidak terikat dengan perjanjian pinjam uang
(kredit) itu. Form-form perjanjian itu telah tercetak rapi dalam “standard
contracr” yang dalam pembuatannya bersifat septhak. Format perjanjian itu
menempatkan para Tergugat dalam keadaan vang tidak bebas membuat suatu
perjanjian  (tergantung), darurat, terpaksa dan sebenamya Tergugat tidak
menghendaki perjanjian yang telah terformat seperti itu. Proses pembuatan
perjanjian tersebut di atas secara komulatif mempraktekan secara telanjang
dwaling (kesesatan/kekhilafan). bedrog (penipuan) dan bahkan misbruik van
omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) baik karena keunggulan ekonomis
maupun dengan keunggulan kejiwaan Dalam petjanjian itu tidak terjadi
perscsuaian kehendak, sehingga sebagaimana ditentukan oleh pasal 1321 KUH
Perdata perjanjian itu seharusnya dibatalkan atau dinyatakan batal,

Setelah mempelajari gugatan, eksepsi, gugatan rekonpensi dan bukti-bukti
vang telah diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili:
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DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Terpugat;

DALAM KOMPENSL:

1.
2

6.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Menyatakan Akta Perjanjian Pimjam Uang tanggal 27 Maret 1991 No.
LCR.11.140/3/BT/91 antara Penggugat dan Terpugat adalah sah.

Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi

Menyatakan para  Tergugat berhutang  kepada Penggugat  sebesar
Rp. 108.213.070 (seratus delapan juta dua ratus tiga belas ribu wjuh puluh
rupiah), ditambah bunga 2 % setiap bulannya sejak gugatan diajukan sampai
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh
Panitera Pengadilan Negeri Gresik Pada tanggal 4 Desember 2002 terhadap
tanah milik Tergugat,

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar

Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam pénulisan

skripsi ini adalah
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.
barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dimyatakan lalai
memenuhi perikatanya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yamg harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya,
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Pasal 1244

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi
dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada
waktu yang tepat dilaksanakanya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang
tidak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanva, kesemuanya
itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disenaja siberutang
beralangan memberikan atau berbuat sesuatu vang diwajibkan, atau lantaran
hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang™

Pasal 1246

Biaya, rugi dan bunga vang oleh siberutang boleh dituntut akan
penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi vang telah dideritanya dan
untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi
pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di
bawah ini.

Pasal 1247

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata
telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan,
kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya
yang dilakukan olehnya™.

Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:
1. Sepakat mercka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal,

Pasal 1323
“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian,
merupakan alasan untuk batalnya perjanjian juga apabila paksaan itu
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dilakukan oleh scorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian
tersebut tidak telah dibuat”.

Pasal 1325

“Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila
dilakukan terhadap salah satu pihak membuat perjanjian, tetapi juga apabila
paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam
garis kealas maupun kebawah™

Pasal 1327

Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya,
apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara
dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seseorang
malampaukan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan
seluruhnya.

Pasal 1337

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang | atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum™,

Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya™,

. Pasal 1339

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu vang menurui sifat

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang™.

. Pasal 1340

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya’’,

. Pasal 1341

Meskipun demikian tiap orang vang berpiutang boleh mengajukan batalnya
suatu perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh siberutang dengan
nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal
dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik siberhutang maupun orang
dengan atau untuk siapa siberhutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan
itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
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Pasal 1454

“Dalam semua hal dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu
perikatan tidak dibatasi suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu
waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah S (lima) tahun”,

Pasal 1754

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak vang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
menghabys karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan im
akan mengembalikan sejumlah vang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula

Pasal 1755

“Berdasarkan perjanjian  pinjam-meminjam ini. pihak yang menerima
pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah,
dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas
tanggungannya’.

Pasal 1756

“Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas Jumlah
uang yang disebutkan dalam perjanjian™.

Pasal 1759

“Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah
dipinjamkannya scbelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian”
Pasal 1760

“Jika tidak lebih ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang
meminjamkan menurut mengembalikan pinjamannya. Meénurut keadaan,

memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam”.

. Pasal 1763

“Siapa yang menerima pinjaman, sesuatu diwajibkan mengembalikannya
dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu vang telah ditentukan™,
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2.2.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

i

Pasal |

Huruf' b : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masvarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Huruf k : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan  dengan itu.  berdasarkan persetujuan  atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnyva setelah
Jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Huruf r : “Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit
atau  pembavyaran berdasarkan prinsip svariah atau vang
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan™,

Pasal 8

Huruf a : “Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Huruf b © “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan  pedoman
perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia™

Pasal 12 A huruf a

Bank umum dapat membeli scbagian atau seluruh agunan. baik melalui
pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan pencerahan secara suka rela
oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari
pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan
secepatnya.

Pasal 29 huruf ¢

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan
melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yanp
tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan
dananya kepada bank™,
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Z2.1.3 Herzien Inlands Reglement ( HIR)
a. Pasal 118

Ayat(l) ; Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan
Negeni dimasukkan dengan surat permintaan vang ditandatangani
oleh orang vang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal
123, kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya
terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan
tempat diamnya, tempat ia sebetulnva tinggal.

Ayat (3) : Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, maka
tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat
tinggal orang yang menggugat atau salah seorang daripada orang
Yang menggugat atau tuntutan itu tentang barang tetap, maka
tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri vang
pada pepanganya terletak barang itu.

2.2.4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pasal 1angka 10
“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan Syaraf-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahuly secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau penanjian vang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen™

b. Pasal 18

Ayal (1) - Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa vang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atay
perjanjian apabila:

1.~ Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen: s

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang vang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yamg berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
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6. Memben hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat
Jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi
obyek jual beli jasa;

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. Menyatakan konsumen memberikan kuasa kepada pelaku
usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau
hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;

9. Mencantumkan klausula baku yamg letak atau bentuknya sulit
terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.

Ayat(2) : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,
atau yamg pengungkapannya sulit dimengerti”.

Ayat(3) © “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum™,

2.2.5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB Tentang Kewajiban
Penyusunan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank

Umuom,

2.3. Landasan Teori
2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah
persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih,
dimana masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam
perjanpian yang telah disepakatinya.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang
perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
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terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Subekti (1990:5) pengertian perjanjian
adalah sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjan)i kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Dari peristiwa i1 timbullah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan, Perjanjian itu menerbitkan suatu
perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam  bentuknya,
perjanjnan itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-
janji atau kesanggupan yvang diucapakan atau ditulis.

Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap-tiap
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, maka
perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dengan demikian antara
perikatan dan perjanjian mempunyai kaitan yang erat.
Menurut R, Subekti (1991:1), “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling
berjany untuk melaksanakan suatu hal”,
Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata telah disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih™ Apabila antara kedua orang atau lebih telah tercapai suatu persesuaian
kehendak untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah suatu persetujuan
diantara mereka. Terjadinya persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan
dan tertulis.
Berdasarkan pengertian petjanjian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur
perjanjian yaitu : |
1. Terdapat sedikitnya dua pihak;
Para pthak yang ada bertindak sebagai subyek perjanjian, subyvek ini biasanya
terdiri dari manusia atau badan hukum. Apabila para pihak tersebut manusia
maka harus dewasa dan cakap hukum.

2. Terdapat persetujuan para pihak;
Persetujuan itu harus dibuat para pihak tanpa paksaan atau tekanan, dimana
dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar
menawar diantara keduanya.
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3. Terdapat tujuan yang akan dicapai;
Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan undang-
undang. kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Terdapat prestasi yang harus dilaksanakan:
Prestasi adalah kewajiban vang harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai
dengan perjanjian.

5. Terdapat bentuk tertentu;
Suatu perjanjian berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka vang
membuatnya (pasal 1338 KUHP), jika dalam perjanjian tersebut terdapat
syarat-syarat tertentu.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat vaitu ;

a. Sepakat mereka vang mengikatkan dirinya:
Kesepakatan yang terjadi amtara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok
vang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan, menimbulkan
perjanjian atau mengikat sebagai perjanjian bagi para pihak vang
membuatnya.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum Pada
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap
menurut hukum.,

€. Mengenai suatu hal tertentu:
Sebagai syarat ketiga disebutkan suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu,
artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai hak dan kewajiban kedua
belah pihak jika timbul perselisihan. Barang vang dimaksudkan dalam
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang itu sudah ada atau
berada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan
oleh undang-undang.
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d. Suatu sebab vang halal,

Sebab yang halal ini dimaksudkan tidak lain adalah isi perjanjian itu tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-
orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Kedua Syarat terakhir merupakan
syarat obyektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan
hukum yang dilakukan (R. Subekti, 1991: 17-19)

Suatu perjanjian bila telah memenuhi unsur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, berarti perjanjian itu sah dan mempunyai
kekuatan mengikat seperti yang dimaksud dalam pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu-

I, Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.

2. Persctujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinvatakan cukup untuk itu.

3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Alas dasar ketentuan-ketentuan vang terdapat dalam pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas maka dapat diketahui adanya
kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi para pihak
yang terlibat dalm perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausula-
klausula dan perjanjian tersebut, lanpa campur tangan pihak lain. (Bako, 1995:10)

Dalam hal ini Wijaya (2003:27) dalm bukunya yang berjudul Merancang
Suatu Kontrak mengatakan bahwa: :

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi setiap orang untuk membuat
atau mengadakan perjanjian yang mengandung apa saja sesuai dengan
kehendak para pihak yang berjanji. Serta bebas untuk mengatur dan
menentukan isi perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan bahkan dimungkinkan untuk mengatur suatu hal dengan cara
vang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang
terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian.
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Dan beberapa pengertian kebebasan berkontrak di atas maka dapat
dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di
Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai benkut;

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.

l.

2. Kebebasan untuk menentukan pihak dengan siapa perjanjian akan dibuat.

3. Penanjian untuk menentukan isi atau klausa dari perjanjian yang akan
dibuat.

4. kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

3. kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian.

6. kebebasan untuk menerima atay menyimpangi ketentuan undang-undang
bersifat opsional. (Sjahdeini dalam Rahman, 1998: 138)

Kebebasan berkontrak akan dapat memenuhi tujuannya apabila pihak-
pthak yang mengadakan perjanjian mempunyal barganing position yang
seimbang. Kedua belah pihak harus mempunyal kedudukan vang sama kuat, Jika
dalam penjanjian tersebut terdapat pihak vang kedudukannya lemah maka pihak
yang posisinya lebih kuat akan memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak
yang lemah untuk mencari keuntungan.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam perkembangannya mempunyai
keterbatasan atau tidak mutlak dilaksanakan Keterbatasan dari asas in dapat
dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, Campur tangan dari negera dan
dari keputusan Pengadilan. Maksud dari pembatasan asas kebebasan berkontrak
ini adalah meluruskan ketidakadilan vang terjadi dalam hubungan perjanjian
antara para pihak. Sebab-sebab keterbatasan asas ini terjadi karena para pihak
tidak mempunyai hargaining power yang seimbang atau sederajat. Keadaan yang
demikian menyebabkan rasa keadilan antara para pihak khususnya bagi pihak

yang tidak mempunyai bargaining power.

2.3.2 Perjanjian Kredit
Penanjian kredit dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1754 tentang
pmjam-meminjam. Dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa :

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak vang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ix2
I=<t

Dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, pembuat undang-
undang menggolongkan uang sebagai barang vang menghabis karena pemakaian.
Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat mengajukan permohonan kredit
untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif) dan meningkatkan usaha dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan hidup (produktif).

Mengenai definisi kredit undang-undang No, 10 tahun 1998 fentang
Perbankan pasal 1 huruf” k menyebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pthak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu terientu dengan pembenan
bunga.

Pepanjian kredit antara bank dengan nasabah harus dilakukan secara
tertulis baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris. Hal ini seperti yang
disebutkan dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan surat
edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan
Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum.

Akta/perjanjian kredit ada dua yaitu -

1. Akta/perjanjian kredit dibawah tangan
Adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya
dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.

2. Akta/perjanjian kredit notariil (otentik)
Adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya
dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat
pada pasal 1868 KUH Perdata vaitu suatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Menurut Wardoyo dalam Rahman (1998:140) dikatakan bahwa perjanjian
kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain
yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
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Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenal batasan-batasan hak

dan kewajiban diantara kreditur dan debitur

Ll

- Penjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan momtoring kredit.
2.3.3 Istilah Hukum Kontrak

Istilah “kontrak™ dalam istilah hukum “kontrak” merupakan kesepadanan
dan istilah “comtract” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa
Indonesia sebenamya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah asing. Dalam
istilah “hukum konirak™ ada konotasi sebagai berikut (Munir Fuadi, 2001:3)

4. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yvang mengatur tentang
perjanpan-perjanjian  terlulis semata  mata. Schingga orang sering
menanyakan “mana kontraknva” diartikan bahwa yang dipertanyakan
adalah kontrak vang tertulis:

b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang
perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata:

¢. Hukum kontrak semata mata dimaksudkan sebagal hukum yang mengatur
lentang perjanjian internasional. multinasional atau perjanjian dengan
perusahaan multinasional

d. Hukum kontrak semata mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur
tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan dua belah pthak.

Delimisi kontrak beraneka ragam, antara lain:

I Kontrak menurut Henry Campbell adalah suatu kesepakatan yang
diperjanjikan diantara dua atau lebih yvang dapat menmimbulkan,
memaodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

2. Kontrak menurut Steven [, Giffis adalah sebagai suatu perjanjian,
dtau scrangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi
terhadap wanprestasi terhadap kontrak terscbut, atau pelaksanaan
kontrak terscbut oleh hukum dianggap sebagai tugas.

3. Kontrak menurut KUH Perdata memberikan pengertian kepada
kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih, vide pasal 1313 KUH Perdata
(Munir Fuady, 2001 : 4)

Pengertian Kontrak Standar

Perkataan kontrak standar dalam kamus bahasa inggris disebut standard
contract. Dalam bahasa Inggris-Indonesia standard artinya (tiang) panji-panji,
kelas, ukuran (sebagai pedoman), contract artinya perjanjian, hubungan. Dengan
melihat arti kedua kata tersebut, maka standard contract adalah perjanjian vang
berukuran (Supramono, 1997:62)
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Munir Fuady (1996:41) mengatakan bahwa

Kontrak standard adalah kontrak yang hampir seluruh klausul-klausulnya
sudah dibakukan. Oleh pemakainya dan pihak vang lain pada dasamya
tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan
yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja. Misal menyangkut
Jjenis, harga, jumlah, warna, tempat waktu dan beberapa hal lain yang
spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

Kontrak standar merupakan suatu kontrak vang diberikan oleh salah satu

pthak untuk melaksanakan kontrak sebagai langkah pasti sebagai suatu penawaran

terhadap pihak lain sebagai mitra dalam kontrak. Kontrak dan perjanjian

mempunyai arti yang sama, namun dalam prakteknya keduanya mempunvai

perbedaan. Dalam kehidupan schari-hari perjanjian dapat dilakukan secara lisan

maupun dengan tulisan. Sedangkan kontrak selalu dituangkan dalam tulisan atau

surat schingga disebut perjanjian tertulis. Kontrak tidak dapat dilakukan secara

lisan karena kreditur akan kesulitan mengingat seluruh isi perjanjian vang

biasanya tidak sedikit.

Standard contract dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagi kontrak

baku. Pengertian kontrak baku menurut Wijaya (2003:3) adalah :

Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pthak dalam
kontrak terscbut, bahkan sering kali kontrak tersebut sidah tercetak
(Bollerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu
pihak, yang dalm hal ini ketika kontrak tersebut ditanda tangani umumnya
para pihak hanya mengisikan data. Data informatif tertentu saja dengan
sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak
lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit
kesempatan untuk menegoisasi atau mengubah klausula-klausula yang
dibuat oleh salah satu pihak tersebut, schingga kontrak baku sangat berat
sebelah.

Kontrak standard (srandard contract) digolongkan menjadi dua vyaitu :

1.

Perjanjian Standard Umum

lalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu olch
kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.

Perjanjian Standard Khusus

lalah perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti kata jual beli,
baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pithak ditetapkan secara
sepihak oleh pemerintah. Dilihat dari bentuknya sebagai perjanjian maka
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seakan-akan disimi terdapat unsur konsensualisme, padahal sebenarnya sama
sekali tidak ada

Kontrak standar merupakan suatu kontrak vang diberikan oleh salah satu

pihak untuk melaksanakan kontrak sebagai langkah praktis sebagai suatu

penawaran terhadap pihak lain sebagai mitra dalam kontrak.

Mengenai keabsahan dari kontrak standar ini paling tidak ada dua

pendapat yang berkembang yaitu:

L

Bahwa kontrak standar adalah sah
Asser-Rutten menyatakan bahwa seorang mengikat diri kepada kontrak baku
karena dia sudah mendatangi kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap
mengetahui serta menghendaki dan karenanya bertangpung jawab kepada isi
dari kontrak tersebut.
Bahwa kontrak standar adalah tidak sah
Pitlo mengatakan bahwa kontrak baku sebagal kontrak paksa yang dalam
bahasa belanda disebut dengan dwang contract. (Munir Fuady, 2003 : 86)
Agar suaty kontrak oleh hukum dianggab sah maka dapat digolongkan
sebagai berikut :
I. Syarat sah yang umum, terdiri dari -
a. Syarat sah berdasar pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari
I.  Kesepakatan kehendak
1. Kewenangan berbuat
Il Perihal tertentu
IV. Kuasa yang legal
b. Syarat sah umum diluas pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata
L. Syarat itikad baik
[l. Syarat sesuai dengan kebiasaan
Il Syarat sesuai dengan kepatutan
IV. Syarat sesuai dengan kepentingan umum
2. Syarat sah yang khusus
4. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
b. Syarat akia notaris untuk kontrak-kontrak tertentu.
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C. Syarat akta pejabat tertentu (vang bukan notans) untuk kontrak-kontrak
fertentu
d. Syaral ijin vang berwenang
Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih Syarat
sahnya kontrak adalah scbagai berikut:
1. Batal demi hukum
Apabila melanggar syarat obyvektif dalam pasal 1320 KUH Perdata vaitu
perihal tertentu dan kuasa yang legal.
2. Dapat dibatalkan
Apabila tidak memenuhi syarat subyektif dalam pasal 1320 KUH Perdata
yaitu tidak adanya kesepakatan antara para pihak dan tidak cakap bertindak
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan
Adalah kontrak yang tidak otomatis batal tetapi tidak dapat dilaksanakan,
melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Kontrak tidak dapat
dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi
kontrak yang sah contoh kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah
kontrak vang seharusnya dibuat secara tertulis tetapi dibuat secara lisan.
kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.
4. Sanksi Administratif
Ada juga syarat kontrak vang apabila tidak dipenuhi hanya mengakibatkan
dikenakan sanksi: administrasi saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah
pthak dalam kontrak tersebut. Misalnya, apabila terhadap suatu kontrak tidak

memenuhi ijin atau pelaporan terhadap instansi tertentu. (Munir Fuady,
2001:34-35) i

2.3.4 Alasan-Alasan Hukum Lain Untuk Pembatalan Perjanjian

Di dalam KUH Perdata disebutkan alasan-alasan lain yang dapat
digunakan oleh salah satu pihak untuk meminta pembatalan suatu perjanjian yaitu:
I. Kekhilafan/kesesatan (dwaling), pasal 1322 KUH Perdata.
2. Paksaan (dwang), pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUH Perdata.
3. Penipuan (bedrog), pasal 1328 KUH Perdata.
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4. Penyalah gunaan keadaan ( Misbruik van omstandigheden)
Van Dunne dalam Panggabean (1992 : 43) mengatakan bahwa :

Penyalah gunaan keadaan it menyangkut keadaan-keadaan yang berperan
pada terjadinya kontrak, menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan
is1 kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan
kehendak yang  disalahgunakan menjadi  tidak bebas  schingga
penyalahgunaan bukan semata-mata berhubungan dengan perjanjian tetapi
berhubungan dengan apa saja vang telah tefadi pada saat lahirnya
perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan lebih tepat digolongkan dalam bentuk cacat
kehendak karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian merasa tidak bebas
atau tertekan dalam menenima klausula-klausula perjanjian. Keadaan yang lemah
dan didorong adanya faktor kebutuhan vang mendesak menyebabkan debitur
menerima syarat-syarat umum (algemen voorwarden) yang tertuang dalam isi
perjanjian.

Seperti yang dikatakan Atmadja dalam Panggabean (1992:43) bahwa
“Penyalahgunaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanva
kehendak yang bebas untuk menentukan persetuyjuan antara kedua pihak, pasal
1320 sub kesatu KUH Perdata”.

Ajaran penyalahgunaan keadaan itu mengandung dua unsur yaitu:

1. Unsur kerugian bagi satu pihak.
2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain,

Dari unsur yang kedua itu timbul dua sifat perbuatan :

l. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis

2. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. (Panggabean, 1992:64)
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KESIMPULAN DAN SARAN v

4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan uralan dari bab-bab terdahulu maka penulis mengambil
kesimpulan yang pada pokok-pokoknyva sebagai berikut:

I. D dalam praktck perjanjian kredit dengan menggunakan standard contract
memberikan  peluang  lebih  besar kepada bank wuntuk  melakukan
penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden). Bank mempunyai
keunggulan ekonomis dari pada nasabah debiturnya sehingga bank berhak
untuk menentukan dan menerapkan syarat-syarat dan  aturan-aturan
permohonan kredit secara sepihak. Dengan demikian bank telah menggunakan
kesempatan sedemikian rupa secara merugikan nasabah sechingga perjanjian

yang dibuat tidak sah menurut hukum

td

Standart contract bank dibuat secara sepihak oleh bank tanpa melalui
negosiasi atau tawar-menawar dengan calon nasabah. Kata sepakat antara
pihak-pihak hanya bersifat fiktif sehingga isi perjanjian sangat memberatkan
nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun
1999 klausula-klausula dalam perjanjian baku vang dibuat dengan cara
merugikan konsumen dinyatakan batal demi hukum,

3. Pertimbangan hukum Hakim di dalam memutus perkara Nomor
354/Pdt.G/2002/PN. Sby. hanya didasarkan bukti-bukti otentik yang diajukan
oleh bank. Hakim tidak bisa melihat adanya asas itikad tidak baik bank dalam
melaksanakan  perjanjian. Bank dalam mencari keuntungan telah
menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kesusilaan. Hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah menyimpangi
berlakunya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga tidak memenuhi rasa
keadilan nasabah.
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4.2 SARAN

E

b

Perjanjian  kredit Bank dengan menggunakan  standard contract pada
kenyataannya memberikan peluang kepada Bank untuk melakukan
penyalahgunaan keadaan. Untuk melindungi kepentingan para nasabah
hendaknya prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan menggunakan
standard  contract  mendapat pengawasan yang ketat dari Pemerintah.
Pengadilan, Notaris dan Konsultan Hukum

Elemen kata sepakat dalam perjanjian kredit bank dalam prakteknya memang
tidak benar-benar ada. Bank secara septhak menentukan syarat-syarat dan
aturan-aturan  permohonan kredit dalam formulir perjanjian  (standard
contract). Untuk melindungi kepentingan para nasabah maka hendaknya
standard contract itu dibuat oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan hak-
hak nasabah. Ketentuan itu kemudian diberlakukan secara umum kepada
Bank-Bank swasta dan pemerintah secara seragam. Penyimpangan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia harus dikenakan sanksi
baik, sanksi hukum maupun sanksi administrati i

Bahwa dalam proses beracara di pengadilan mengenai perjanjian kredit
seringkali dimenangkan oleh pihak Bank. Dalam memeriksa dan memutus
perkara hutang piutang antara Bank dan nasabah debitur Hakim hendaknya
memperhatikan kepentingan nasabah debitur berdasarkan Undang-Undang
No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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LAMBTRAN T

PUTUSAN
Nomor : 354/PdLGA2002/PN Shy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MALA ESA
Pengadilan Negeri Surabaya yung memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada peradilan tingkat pertuma telah menjaiuhkan putasan sebugai

berikul dalam perkara antar ; - e naas -
BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA, berkantor i
d 1. Mayjend Sungkono Perlokeoan Barutama I3lok
Ve Nal-4 Surabaya, yang dalam  hal ini
memberikan kuasa kepada Lko Sriwidiastuti, 81,
Pwi Listiowali, ST, Erika Dora, SH_, semuanya
karyawali  Bank  Pasar  Karvawan Swantara,
berdasarkan  sural  kuasa  khusus  (anggal
22 Mer 2002, selanjutnya disebut scbagai
PENGGUGAT ; e Y s

melawan ;

L H. ABDULLAII MUNIF, Swasta, berlempat tinggal di Gumeny

RT.02, RW.01 Kel. Gumeng, Kec.

Bungah Rabupaten.Gresik, - =3

2. NY. SITI AROFATLL, Swasta, bertempat tinggal di Gumeng RT.02,
RW.O1  Kel. Gumeng, Kec. Bunguh

Kabuputen.Gresik, }rﬂ;ng dalam  hal ini

memberikan  kuasa  kepada H.  Abdul

Mubarok, SILMIL, Pudjo Susanto, SH.CN.,

dan Sri Sugeng Pujiatmoko, S, Para

Pengacara pada Kantor Lembaga Penyuluhan

dan Bantuan Hukum (LPBI1) Nahdatul Ulama

Jawa Timur, berkantor di JI. Raya Darmo 96

Surabayn, berdasarkan surat kuasa khusus

Mertangpal ...
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letanggal 21 Apustus 2002, selunjutnya

disebit sehugai TERGUGAT & oo

Pengadilan Negeri terscbut 5 - - - 4

Telah membaca berkus perkara dun suratosueat yang  bedhmbungan

dengun perkara inj 5 —- - = s =,
Telah mendengar Kedou belah prluk yang L S e e L

TENTANG DUDUKNY A PERKARA -

Menimbang, bahwa Pengpugat dengan surat gupatannya tertipgal
23 Mei 2002 yang didattarkan di Kepaniterann Pengadilan Neper Surubuya
tanggal 23 Mei 2002 dengan Nemor - 34PdLGI2002/80. 8y, telah

mengajukan pugatan schagai berikut ; --—e-. - eSO
I Bahwa pada tanggal 27 Marat 1991, Para tergugnt telih mendapathkan
fasilitas Kredit/pinjaman nang sebesar Rp d3.500.000.- dar pengpugal
dengan jungka waktu pengenibalinn pinjaman sangpad denpan tangeal
©279-1993 sebagaimann  teduang  dalam Perjanjiar: - Pinjam Uang
No.LCRILT40/3/B1/91 tanggal 27 Muret 1991 5 e
Bahwa atas pengembalian kredit tersebul Pusy ergupat wajib membiyar

ungsuran sebesar Rp.2.565.000. - dengan bunga 3 % perbulan dan seloagai

barang jaminan adalal ; - - s
Sebidang tanuh wmbak seluns 36.345 M2 menurut Sertipikal Thde Milik
No.35 Gambar Situasi No.1572 tangeal £-8-1989, (erletuk di Desa

Mriyunan, Kec, Sidayn, Kab, Gresil ;
IL  Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pinjam Uang M 0.LCR.IL140/3T/91, pasal

7 yang menyatakan mengenai Perjanjian Pinjam Uang ini dengan seluruh
hubungan dan segala akibatnya kedua belal pihak memilih domisili
Pengadilan Negeri Surabaya, olel karena hal tersebut maka Penggugal

mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya walaupun Para

tergugat berdomisili diluar kota Surabaya ; -
L. Bahwa ternyata pada saut pengembalian pinjaman jatuh tempo balilan
sampai gugatan ini  didallarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Paca

[Perpupal ;...
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3
Tergugat tidak dapat mengemblikan pinjamannys sehingga jelus Parg
tergugat telah melak ukan pecbuatun tghear fangi [ Wanprestisi e
Balwa, pinjaman Para tergugal kepada Penggnpat sampai saut ing yang

belum dibayar Tunas adulali sehesar Rp174.031,820,- dan perincianny

sebagai berikutl ¢~ - e s
I Pinjanan Pokol Rp. 13.500.000,- ; e
2. Bunga 3 % X 30 bulan Rp. 121506060, ; ——-
3. Denda Kelalaian R 16.744.320,- 1 coecse
4. Denda setelah J'T selama 9 Tahun Bp 131.637.500 - ; v

Jumbah ... Rp.174.03 L5200 e
Serua perincian tersehul sesu; dengun Perjunjian Pinjam Liang tanggal
27 Maret 1991 No LCR L 1400343 10| pugil ] avut 1.3 —cmeni i -
Balwa  akibat  liduk dibayarkunnys  hutang  Para Tergugat
tersebut - Penggugat  mengalami Retgian yang cukup  besar yittlu

Rp.174.031.820,- N 5 9 settap bulunnya sejak gugatan ini diagukan

sampai dibayar lunag 3 — - A TS . !
Bahwa  mengingat Kerugian  Penggugat yang  cukup  Lesar dan
dikhawatirkan Pura tergugat letap tdak memenuhi kewajibannya, nuka
cukup wajar apabila Paga tergugal dibebani vang puksa untuk melabudan

pembayaran kepada  Penggupgal sebesar Rp.5C0.000,- setiap hari sampii

dengan Pari Tergugal melalukan pembayarin lunas | - —
Balwva, mengingat etikat tidak  baik dupi Para fergugat serta guna
menghindari -pengaliban barang jaminan tersebut dan agur pugiatan ini

tidak sin-sin maka mohon kepada Pengadilun Neger Surabaya

meletakkan Sita Jaminan terhady e — -~
Sebidang Tanah Tambak seluas 36.345 M2 menurul Sertipikal Hlak Milik
No.35 Gambar Situasi No.1572/1989 langgal 8-8-1989, terletak di Desa

Mriyunan, Kee. sidayu, Kab. Gresilk =3 s
Bahwa, mengingal gugatan ini didasarkan bulti-bukti yang sah dan

autentik maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahalu
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walaupun ada Banding maupun Kusasi, Verzel ;

Berdasarkan hal - hal tersebut distas, Penggugat mohon kepada  Ketua

Pengadilan Negeri Surabaya C. Majelis Uakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara ini berkenan memberikan putusan sebaga benkut “s

2

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sclumbinya | - -

Menyatakan bahwa Akie Perjanjian Pinjam Uang tanggal 27 Maret 1991
No.LCRAL140/3/B3' 191 antara penggugat dan Para tergugat sdalalisali; -
Menyatakan Para Tergugat telah melakukun Wanprestasi ; —--—---oeeev -
Menyatakan  Para  tergugal  berbatang  kepadn  Penpgngat - sebesi

Rp.174.031.820,- ( Serstus Tujult Pululy Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu

Delapan Ratus Dua Pulub Rupial ) crre
Menghukum para tergugat untuk membayar hutangnya kepadu Penggugat
sebesar Rp.174.031.820,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Pulub
Satu Ribu Delapan Ratus Dua Pulub Rupiah ) ditambah 5 % setiap

bulannya sejak gugatan ini diajukan pada bulan Mei 20602 sampai

pelunasin ; AR
Menghulun Para Tergngat uniuk membayar uang paksa kepasa Penggupat

sebesar Rp.500.000,- setiap hari sejak Putusan ini divcapkan sampai Para

terpugal melakukan pembayaran lunas ; - smmm e e

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telal diletakkun

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas ; -

Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan-terlebih dahulu walaupun

ada Banding maupun Kasasi, Verzel ; - 3

Menghukum Para Tergugal untuk meinbayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak

Pengpugat hadir kuasanya Tko Sri Widiastuli, SI1. dan Dwi Listiowati, SIL,

sedangkan dari pibak Tergugat hadir kuasanya H. Abdul Mubarok, SILMIL,

dan Pudjo Susanto, SH.CN. ;

Menimbang, bulhwa Majelis Hakim telah berusaha mendamailoan keduu
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belah pihak akan wetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan peikara ni
dilanjutkan dengan membacakun sural pugatan Pengpupal yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat; e — - —

Meninibung, bahwa atas pugatan  Pengpugot  terscbut, Terpugat
mengajukan jawaban dengan sural Jawabannya tertanggal 4 September 2002
sebagui bertkut ; - - —

DALAM EKSEPSI - Ty,

1. Bahwa Gugatan Penggupat (iduk lengkap kabur atau obscuur libel kareng
L1. TENTANG KEABSAHAN PENGGUGAT - - -

LLL  Bahwa tidak jelas kualifikusi Pengpugat sehagai Bank Umum ataukal
Bank Perkreditan Rakyat 7, padahal menurut U tentang Parbankan
Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Talun 1997 hanya mengenal
2 jenis perbankan, Bank Unwim dan Bank Perkreditan Rakyat 5 ——eeee

1.1.2° Bahwa menurut Peraluran Pemerintah Nomer 71 Talun 1992 Pagal 19
a}rat (1) ditetapkan Bank Desa, Lumbung Desa, Bank I"asar,dan
selerusnva, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun

ketentuan selengkapnya sebagai berikul : e

"Bank Desa. Lumbung Desa. Bank Pasar, Bank Pegawai, Lunibung
Pitih Nagari, Lembagpa Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan
Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Ra kyatl Kecil, Lembaga Perkreditan
Kecamatan., Bank Karya Produksi Desa dan/atau Lembaga-lembaga
lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telal mempercleh izin

usaha dari Menteri Kevangan dinyatakan menjadi Bank Perkreditan

Rakyat **; r
1.1.3.  Bahwa menurut Peraturan Pemeriniah Nomor 71 Tuhun 1992, Pasal
19 ayat (2) dinyatakan bahwa bank-banl tersebut di atas yang telah
berdiri sebelum, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu
tanggal 25 Maret 1992 - belum mendapatkan izin sebagui ﬁ:mk
Perkreditan  Rakyat, wajib mengajukan izin usaha sebagai Bank
Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat - lambutnya

/5 (lima) ...
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L16.

5
3 (lima) tabun sejake Peraturan Pemerintaly in R i s
Balwa menurut gugitan penggugal penjaminan yang dipersoulkan
adalaly tertanggal 27 Marel 1991, maka Venppupat terkena keatentuan
sebagaimana terebut di mias. dan ini berarii bahwa Pengpupgat mutlak
harus memperoleh izin sela gal Bank Perkredilan Rakyal paling alkhir
tunggal 31 Mei 1997, yang beradi puln bahwa Pengpuaut harus
merubah bentuk dirinya menjadi Bank Perkreditan Ralkyat. dan
bulcan Bank Pasar Kiryawan Swantara seperti dulam gugalan ; —— -
Bahwa dengan kenyataan tersebut dj alas terdapat kemungkinan yiaug
Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 10 PeraturanPemerintall Nomor 71 Tahun 1992, vailu izin
operasi  sebugai Bank Perkreditar, Rakyal. Dengan derui kiay,
Kualifikasi Penggugat, sebagai Bank Pasar harus dinyalakan tidak
syalh menurut hukum, dan sebagai akibatnya harus pula dinyatakan

bahwa pugatan tidak da pat diterima ; - ; e

Bahwa Pengpupat tidak dengan jelas menyebu dirinya scbagai
Pengpugat dalam kuialitas sebagai bhadan hukum apa : Perusalman
Daeruh, atau Perseroan Terbatas, atuy Koperasi 2. Padahal mentryl
UU tentang Perbankan Nomor 7 Tabun 1992 jo UU Nemor 10 Tahun
1997, serta menurt Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1997
Jo. PP Nomor 54 Tahun 1999 Jo. PP Nomer 73 Tahun 1998 untulk
Bank Unium ; dan PP Nomor 71 Tahun 1992 untuk Bank Perkreditan
Rakyat menyebutkan bulwa perbankan harus berbentule. badap
hukum.  Perusahaan Daerali » Perseroun Terbutas, atau Koperusi,
Dengan demikian, kualitas Penggugal sebugai badan hukum tidak
sesuai dengan perundang-umdangan yong berlaku. dan' ini berarti
bahwa kualitas Pengpugal sebagai badan hukum tidak syalt, dan

oleh karenanya harusluly dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak

dapat dii.erirﬁa menurt huloum

1.2. TENTANG KEABSAHAN SURAT KUASA PENGGUGAT o

/1.2.1. Bahwa ...
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Balwa Para Tergugal menolak Keabsahian suest Kuosa Pengpupat. Perlu
pembuktion terpermer siapa pembernt kuasa ilu, dan sabkal menunit
hukum 7 Setelah keabsaluny mendapal ijin kKhusus Ketua Pengudian
Negert Surabaya, sebaly stempel  kuasa Penppugat adalah Bank Pasar
Karyawan Swantara bukan kuasa hukum  profesional yang telah
mempunyai izin resini Pengadilion Tinggi atan Menteri Kehakiman din
HAM Sebelum sidang dilanjutlom, Paca Tervpupat minta teslehil
dabulu  Pengwdilan  menetaplom  keabsaban  proses  pengajuan
gugatan  sertn formalitas-formalitas yang  diluoruslam vang

berkaitan dengan itu ; - R TSI R

1.3. GUGATAN PENGGUGA'T TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS -

1.23

1.2.2.

Bahwa dalam gugatan Penpgugat tidak tergambar sama sekali apukah
" ¥ ] . ‘ L -
Penggugat sebapai Bank telah mempunyai izin aperasional. Jika punya
tentu dicantumkam dalam pugatan pada bagian Kualifikasi para pihak
Nomor berapa, berlaku hingga kapan 7 dan sebagainya, schingga

gugatan, khususnya menyanghkut kualilikasi para pihak kabur dan

karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; e e
DBahwa petitum gugatun Penppugal anpka 4 menyalakan "balwa Para

Tergngat berhutung  kepada  Penpgupal sehesar Rp. 174.031.820 -

(seratus tujul pululi empal jula tipea puluh satu rbo delapan rotus

delapan puluh rupiah)", Formwlasi petitum gugatran yang demilian itu

terkatagorikan sr:lulngui gugalan tiduk jelas ndak lengkap, kabur dan
curang, padalial hukum acara menenfukan sebagai gugatan bahwa
gugatan harusluh komplit (lengkap) dan jelas. Tidak lengkap dan tiduk
jelas karena mestinya petitum hutang hutang ilu terbagi dalam petitum
hutang pokok. kemudian bunga dan dendanya harus  dimintakan
keabsahannya mengingal petjanjian tidak dengan akte otentik § resevmeee-
melainkan dengan akta dibwwah tangan. Oleh karena itu, Para Terpugat
sangat keberatan, dan adalah keharusan bagl hukuny dan hakim unluk
menyatakan bahwa gugatuntidak dapat diterima karena lidak jelas atau

fobsenur ...
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ODSCUOr filitl § oo
Balwa bukum acara menentulan buhsic dilam soral pupadan haruslaly
sepadun din maton atau metehiing aitar posita dae petilum. Maoan
semakin udak telis gugatan Pengpupal padi petitam 4, 5 dan 6. Atas
dasar posila v petilium-patitum lersebut dibuat Pengan demiking,

semakin jelaslal bulwa pugatun Penppupal tidsk lengkap dan kabur

menurul hukum § eeee e —— o e
Baliwa berdasarkan alasan-nlasan tersebut di atas Paru Tergugat mantab

mohon kiranya Pengadilan Neperi Surabaya berleenan memuluskan © --—

1. Menyatakan gugatan Para Pengugal tidak daput diterima karena

gugatan kabur |~ - R

2 Menghukom Penggugat untuk membayar selurih onpkos perkara

yang timbul dalum perkura ini ; --
Jika Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, muka ———eeeeee

DALAM KONPENSI - - :

I. Balwa Para Tergupgat mohon apat yang dikemulkakon Dalam l:'l:.«;cpsi'

adalah merupakan haagian yang tidak terpisalilian. dangan jawahan

ini atau dinnggap terulang Dalim Konpensi § cemmeemeomeeae
2. Bahwa Para Tergugat mohon dicatut bahwa Para Tergugat menolak
dengan tegas semua dulil-dalil yang dinjukan oleh Penggugat dalam

gugatannyu, kecuali terdndap hal-hal vang secara lepas, diakui clel

Para Tergugat ; - - 3
3. Bahwa Para Terpugal, merasa. tidak meminjam  seperti Gugutan
Penggugat. Para Tergugat memang pernah meminjam tetapi seingal
Para Tergugat telah kami lunasi. Kami tegaskan disini baliwa laumi
hingga tidak pervah mempunyui ataupun diberi turunan perjanjian
pinjam uang dan penjaminannya, sehingga bagaimana Para Terpupat

dapal menjuwabnya 7 ; —-. - 2

4. Bahwa Para Tergugat tegaskan memang Para Tergupgat mempunyai
tanah berseifikat seperti yang Penggugal sebutkan dulam gugatan,

Mmamuon ... .
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6.

¥

- Babwa Paca “Terpupa memang,  melakukan usaha pertambakan

s

v Lanay it Dok sori milik Paza Vorpupa, Ledapi anilik orang
i Parn Tergugat dan suuduri-saudara Para Tergupal lanya saja
memang setilikat diatasnamakan Tergngat Pertama. Sejatinyi secar
materill tanaly yang Penggugal  sebat adalab milillk Penggupnl
Pertarma, orang (i dan para sandara Tergugat Pertama. Seingat Parg
Tergngat sertitikan ito dulan pengrasaan orang (i Pac Fergugal ;

i Leluh Lo neur, dan king Para Tergagat tidal mempunyai
apa-apa lagi. Seandainya betul perganjian pinjam uang tecsehut tenty
lercapat heritn acara pemberian janmmn. Hal ilo ldak tmpak dalam
gugatan Penggugal. Silahlkan dibubtikan Keabsahannya ; 2L

Bahwa  Para Tergupul tidak pernal tahu siapa pimpinan Baalk
Penggugat dan tidale pernaly bertatap muoka dengannya seliingga sulit

bagi Para Tergupgat menpingal kejadian iy 2 ——-- - e

. Bahwa permberitthuan pinjaman vang jatuly tempo dari Pengpaeat
| jnj yang j ELUE

whas nama MDD Sircgar.  Para Tergugat tiduk tahy dan (idak kenal,
serta liduk permah melakukan perjanjian denpan orang manya MDD
Sircgar. Para Terpugal sangal yakm perjanjian-perjaniinn i penuly
rekayasa buruk untuk menjerat Para Terpugat, apalagt hingps kini
Lidak jelas siapa phinpinam ank Penggegat itn menurut ik jmmm——
Babwa perjanjian tersebut laus dmyalakan tidak pemal ady atay
harus  dibatulkun demi bukum i haras dinyatakan bahwa Para

Tergugal tiduk terikat dengan pecjanjian pinjan uang (keedit) ity 3 —-

. Bahwa  dengan  dulil-dallil i alus, terbuktilah balwa pugatin

Penggugat sangat lemah dan fiduk untentik, maka gugatan sedemikian
iu tidulclah perlu dikabolkan, dan olel, karena itu, harus ditolak
permhionan sita juminan serta il voerbaay bij voorraad yang diajukan

Penggugal, kurenn tiduk mempunyai dusar hwkum yang kuat dan

meyakinkan sebagaimana disyaratkan hukum ; -

Bahwa berdasarkan hal - hal (ersebut dj atas, mohonlah Kiranya Pengadilan
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Nc.gc:'j Surabays memuluskan - - .

DALAM KONPENST oo rmsosenstamsns i s e T

L. Menyatakan Gugatan Para Penggupat ditolak untul seluruhinya | ——eereeee

2. Menghukum Para Penggugal sceara Lanppung renteng membavar seluruh

biaya vang bl akibal peckari ol |~ oo

DALAM REKONPENS] -—-- "

L1

1

13.

Bahwa Para Tergogal mohon apa yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan
Dalam Konpensi adalub merupakan bagian yang lidak terpisahkan atau

diangzap ternlang Dalam Rekonpensi ini | -

Hahwa teinh jelus sebagaimana tersebut dalam Konpensi balwwa Para

Tergugat tidak merasa menandatangani Peganjian Pinjam Uang (kredit)

sebaganmuna didalilkan Penggugat | «--- b

Bahwa Fara Tergugal sebenamva ldak menghendaki bentuk perjunjian

yang demikian iu ; --- - -

Bahwa isi angka IV adalah lazim dilalukan oleh rentenir atan lintah darat
maagend idade et ellal ploon el Paplaind i Kb Eotonting
sebagmmana angka IV mcnunjublan betapa serakalmya Penppupit | ——-=—
Halwa jika benar perjanjian itu adanya, maka Persyartan sedemikinng i
sangallale memberatkan, Jelas schali, baliwa Penggngal telaly meneraphin
mishrutk  van omstandigheden  dengun sangat telunjang buik  kurenu
keunggulan ckonomis ataupun keunggolan kejiwaan: Oleh karena it
dikaitkan dengan apa yang dikemukakan dalam konpensi Perjunjian
[Hulang pintang dan penjuminannya harus dintakan batal demi hukum ; --

Baliwa  berdasarkan  hukom  legadinya perganjiun adalah  karena
persesuiian kehendak antara para pihak yang tedibat didalamnya, Hal i
berarti dalam kasus int antara Penggugat dan Para Tergugat harus terjadi
persesuaian kehendak yaitu sama-suma berpikiran baliwa perjanjian ini
adalah peganjian pinjum wang dengan jamioan,  Kenyataznova idak
terjadi persesuaian kelendak itu, yakni Para Tergugal tidak merasi
melakukan perjanjian itu. dalam pikiran Penggugat perjunjian ini adalal

{Perjaniian .......,
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Perjanjiun Pinjam  Uang  sementara dalam pikiran Para Tergugga

perfanjian itu ada dan terjadi, ————mememnea T
Dengan demikian,  sebelum lnhimya perganjian itu sudah terjadi cacal

kehendak : —-- - -

Hahwa sesual denpan kebiasaan Pengpupat. seperli yang pernaly (dalialu)
dilakukan pada Para Tergugat jelas teelihat bahwa [orm-lomy perjunjian
telah tercetak rapi dalam * standoard contrac * dimana dalam pembuatan
perjanjinn it adalah lebil hersifut sepibak karena ketentuan-ketentuan
yang tercantum  dalam model pegjanjian itu sudah dibakukan sebagai
syarat-syaral umum (algemene voorwarden) untuk diterima siapa suja
yang menggunakan kredit Pengpugat. Daliwa dengan form-form semacanm
itu menempathan Para tergugal dalum keadaan yung tiduk bebas membud
sttaty perjanjian (tergantung), darural, terpaksa, lebih-lebil Para Tergugat
tidak berpengalaman terhadap akibat-okibat yang akan terjadi sebugai
konseskwensi ditandatanganinya perjanjian di atas.  Dan Para Terpugal
sehetulnya tiduklaly menghendaki  bentuk  perjunjinn yang terformat,
Logislas jika pedjanjian tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum,

Sekali lagi, Para Tergupgal tidak merasa telal melakukan perjanjinn

dengun Penggugal ; —-- - -

Babwa  berdasarkan  pada  kenyataan  hubkumckenyataan  Lukum
schagaimana tersebut i atas. terbukli secara jelos dan transparan selcali
bamwa  Proses pamll'-uulnn perjunjion i atas  secarn  kumulalil
memerakickkan secara telimjang dwaling {kf.::ii:&nlut!frkﬂkhiiu.filtl'l:l, bedrog
(penipuan), dan bahkan misbruik van omstandigheden (penyalahgunain
keadaan) baik karena keunggulan ckonomis maupun dengan keungpulan
kejiwaan. Bahwa sehagaimuna ditentukan oleh pasal 1321 BW pegjunjian

di atas seharusnya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohonlah kiranya Penpadilan

Negeri Surabaya memuluskan :

Dalam Elsepsi -

[l Menyatakan ..........
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L. Menyutakan elisepst Fare Tergupal dupat diterima secarn Leselurhagn ;-
2. Menyatukan gugatan Pacy Penpgugat fidak dapat diterinm karena kabur L

3. Menyatakan Para Penggugat harus membayar ongkos perkara yiang tirabul

dalam perkara ind ; - =l !

Dalam Konpensi —- 7=
L. Menyatakan Gugatun Para Penggugat dinyatukan ditolak @ <o

2. Menyatakan Penggugat harus membayar ongkos Perkara yang timbul dalam

perkara ini ; —- o L N R

Dalam Relonpensi ——ee-e A

L. Menymtakan Gugatun Penggugat Dalam Relkeonpensi 7 Para “Terpupat

Dalam Konpensi dapat diterima secara keseluruhan ; -

2. Menyatakan tidak sah  dan batal dem hukum perjanjion kredit LCR .1

140/3/BT/91 antara Pengpugat dengan Para Tergugat ; -
3. Menyatukan 1=1rlgg1.mg:m hutang Para tergugal tidak LT BTG 1 —
4. Menyatakan memerintahkan Penggugat mengembalikan  sertifikat Hak
| Milik atas nama Para Tergugat atas tanah fambak nemor 35 Disa
Mriyunun. Kecamatan Sidayu, Rabupaten Gresik kepada Para Tergugat ; --

3. Menyatakan Para Penggugat harus membayar ongkos perkara yang timbul

dalam perkara i ; ~eeeeemcicere___ -

Daliam Elsepsi. Dalam Konpensi dan Dalam Rellonpesi — i

Muohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono) ; -
Menimbang, baliwa atas Juwaban  Tergugat  tersebut, Penpgugat
mengajukan Replik tedangpal 11 Seplember 2002, dun atus Replik Penggugal
tersebut, Tergugal mengajulkan Duplik tertanggal 24 September 2002 § e e i
Menimbang, balwa Penggugal untuk mendukung  dalil pugatannya

telah mengajukan bukti - bukti berupa [locopy - folocopy surat sebagai berikul
I, Fotocopy, Keterangan Peminjam dari para Tergugal lertanpgal 27 Marel
1991 (P.I);

2. Folocopy perjanjian pinjaman wang dari para Tergugal tertanppal 27 Maret
LN i
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1991 gebesar Rp.13.500.000,- (I10) | <= e

3. Folocopy kartn relening sesudali jatul tempo dact para Tergugal, fanggal

jatuh tempo 27 September 1993 (1111) ; ——

4. Totocopy Sertifikat Tak Milik No.35, gambar situast No, 1372 tahun 1989,
Dega Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik, luas 36345 M2, atas
nama Abdul Moemb (PIV) a il

5. Totocopy bukti lunas tertangpal 29 Nopember 1990 atas nama peminjam
para Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juin rupiah) - PV e
6. TFotocopy berita acarn legoran / somasi No, 10/Pdl.Som/1999/1M. Gs,
tangeal 10 Juli 1999 kepada 1L Abd. Latil dan Ny. Mas’a (P-VI) ; ——
fotocopy 1.1 sampai dengan PV telaly dibri materai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya termyala sesual, sedunghkan VI telab diberi materai

cukup, skan tetupi tidak ada aslinya § — —-
Menimbang, baliwa selanjuinya Majelis Hakim memberikan kesempatan
kepuda  para  tergogat  melalui  koasanya  untuk  membuktikan dalil

sangkalannya, akan tetapi Tergugal menyatakan tidak mengajukan bukti

apapun
Menimbang, bahwa baliwa Penpgugal mengajulan kesimpulan dengan

kesimpulannya  teranggal 12 Nopember 2002, scdungkan  Tergugal

menyutakun tidak mengajukan kesimpulan | --seeememeenen
Menimbang, balwa selanjuinya  terjadi sebagatmana tercantum dalam

berita acara yang dianggap merupakan salu kesatuan dengan putusan ini,

akhirnya leedua belah mohon putusan § —————eeeme e
TENTANG PERTIMDBANGAN HURUMNYA :
DALAM EKSEPSI : . 5

Menimbang, baliwa atus gugatan Pengpugat tersebul, Tergugat melalui

kuasanya menpgujukan eksepsi yang pada inlinya sebapai berikut @ -
1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, kabur atau obscuur libel ; ----— S
2. Bahwa tidak jelas kualifikasi Pengpugul sebagai Bank Unmum ataukah

Bank Perkreditan Rakyal, kalau sebapar Bank Peckreditan Rakyat wajib

dmengajukan ...
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miengajukan jjin esalie kepada Mentert Kevaongan selambat-lumbatnya 3
(Hma) tahun sejak Pevaturin Pemerintah No. 71 talun 1992, sehingga nnthak

harus memperoleh ijin paling lambat tanggeal 31 Mei 1992 - - -

3. Bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyebut diringa dalam kwalitus

sehagai badan hukum apa § ————eeeeeeeee e -
4. Balwa Tergugal menolak surat kuasa Pengpugat karcoa perlu diterhifkin
secara lerperinei siapa pemberi kuasa dan salikal menurat hukum 3 —eeee—-
5. Bahwa gugatan Fenggugal tidak lengkap dan tidal jelas § smemeeece
Menimbang, bahwi apabila disimak elisepsi Tergugal pada No. 1 baliwa
pugatan Penggugat dinyatakan tiduk lengkap, kabur atau ohscuur libel, —<eeeeex
Bihwa yang dimaksud dengan gugatan Kabur atau obscour libel adalah gugatan
vang mcngm;dung pernyatiwan yang saling  bertentangan  satu s b,
schingga sulit dijnwab oleh Tergugat, padalial menunu pengamatan Mujelis
dalid-dalil gugatan Penpgpugal tidak berfentangan saty dengan yang Tain dan
dasar gugatan mlnlulh wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat ; —-
Demikian puls dalam posita gugatan telah dengan jelas menyebutkan pinjanan

pokok, bunga, denda setelalr jutul tempo dan hiin-lainnya, sehingga cksopsi

No.I dari Tergugat harus dinyatukan ditolik ; ——eeeeeee- - -

Menimbang, bahwa terhadap cksepsi No.2 dan 3 bukan lagi ekesepsianal
silatnya akan tetapi telal termasuk pokok perkars dan yang dipermasalabikan
disini adalah menyangkut  hutang piutang tidak ada mempermiisulahkan
apakah kewajiban Pﬁnggut;nl sebagal Bank Umum atan Bank  Perkredilan
Rakyat serta tiduk ada memperinasaluhkan sebagin badan Fukum atau fidak. ---
Dengan demikian eksepsi No.2 dan 3 Imrus dinyatahan ditolih § —e—meemeeeo -

Menimbang, bahwa terhadap cksepsi No.4 perihal surat Kuasa, haliwva
dalam surat kuasa khusus tedangpnl 22 Mei 2002 sudah dengan jelas
disebutkan pemberi kuasa adaluh Rongpur Pandingini Siregar, SIL jabatan
Direktur Bank Pasar Karyawan Swantara, sedanpkan yang diberi kuasa adalal

Eko Sriwidiastuti, SH. Indaly ITerawati, SI1. dan Frika Dora, SH. semuanya

karyawati Bank Pasar Karyawan Swantara.

[Dengan .........
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Dengan demikian cksepst NoA harus dinyatukan ditolak | e
Menimbang, bubwa terhadop chksepsi No5 karena materinya sama

dengan eksepsi No.1 maka eksepsi No.5 harus dinyatakan ditolak ; —-—————

DALAM KONPENSI 1 comesicni . =4

Menimbang, balwa maksud dan (ujuan pugaten Penpgugat adalal

scbagaimana tersebut dinlas ; ~————eesee —-

Menimbang, bahwa gugalan Penggugal pada pokokiya : ——-— oo
= bahwa pada tanggal 27 Maret 1991 para Tergugat mendupatkan lusilitas
kredil dari Penggugal sebesar Rp.13.500.000,- dengan bunga 3 % per bulan,

wijib angsuran sebesar Rp2.565.000,- per bulan dan janpka  wabktu

pengembalin tanggal 27 Seplember 1993 ;-
- bahwa sebagai barang jaminan adulub sebidang tanal lumbak seluns 36,345
M2, Sertifikat Hok Milik No.35, gambar situasi No.1572 lenpual
8 Agustus 1989 terletuk di Desu Mriyunan, Kee. Sidayu, Kabunaten Gresik
- bahwa pinjuman para Tergugat kepada Pengpugat sumpai seat ini yung
belum dibayar lunas sebesar Rp 174,031 820~ (seratus tujuh pﬁluh empat
Juta tiga puluh satu ribu delapan ratus dua pululy rapial) |

Menimbang, bahwa atas gugatun Pengpugat tersebut para Tergupal

melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagal berikul -
- bahwa para Tergugat menolak semun dalibdalil yang diyukan olch

Penggugat | ———eeeee- e . g

- buhwa para Tergugat merasa  (idak meminjum dung seperti gugalun
Penggugal, para Tergugal memang pernah memingum tetapi seingat pary

Tergugat teloh dilunasi | - - S -

- bahwa para Tergugal tidak pernah tahw siapa pimpinan Bank Penggugat,
tidak pernah bertatap muka sehingga sullt bugi para Tergugul mengingal

kejudian itu dan para Tergugat tidak pernah melakulkan perjanjian dengan

orang namanya M.D, Siregar ;
- bahwa tanah yang disebut sebagai jaminan bukan murni milik para
Tergugat, tetapi milik orang tua para Tergugat dan Savdara - Saudara para

{Terpugal ...........
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Tergugat, hanya s memang Scetilikal diatas namakan Terpgugat pertama ;
- babwa perjanjian lersebut harus dinyatakan tduk pernah ada atan harus

dibatalkan demi hukum | ——ememeemeee

Menimbang, bahwe alas gugatan Penggugat dan jawaban dari parn
tergugat melalui kvasanya, Mujelis Hokim  ukun  mempertimbangkannya ™

sebagaimana uraian dibawah 1 | <

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya
telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat 1.1 sampai dengan P.VI,

sedangkan para Tergugat bdak mengajukan alal bukti apapun ; =

Menimbang, bahwa dart bulkti POI mengenal perjunjian pinjm vang
No. LCRAILT4A0/MBT/O1 tangeal 27 Marel 1991 ternyata para Tergugal pinjam
uang dari Penggugal sebesar Rp. 13.500,000 - ditambah bunga Rp.12,150,000.-
(untuk 30 bulan)  sehingga  Jumlalinya  Rp 25 650.000,-,  angsuran
Rp 2.565.000,- bunga 3 % sebulan merala, —-—-- riml

Dengan demikian pora Tergugal memang pernaly piajont uang dari Pengpugat,

schingga petitum No 2 dapat dipenuhi | - e e
Menimbarg, bahwa sebagai barang juminun atas pinjaman vang
lersebul adalah sebidang tanah seluas 35 345 M2, Sertifikat Hak Milik Nn.33,

gambir situasi No 1572 tanggal 8 Agostus 1989 terlelak di Desa Mrivunan,

kec. Sidayu, Kab. Gresik atas nama Abdul Munif™; — rmemne

Menimbang, baliwa sampai pada batus waklu yang ditentukan yailu
pada tanggal 27 September 1993 buhkan sampai gugatan ini didafiarkan di
Pengadilan Negeri ‘Surahayu, para Tergugat tidak dapal mengembalikan
pinjaman, dengan perkataan lain para Tergugut tiduk dapal memenuhi isi
perjanjian pinjaman uang tersebul atan para Terpugal telah melakukan

Wanprestasi sehingga petitum No.3 dupat dipenubi ;

Menimbang, bahwa pelitum No.4 berdasarkan kepatutan dan keadilan

Majelis berpendapat jumlah hutang para Tergugat sebagai berikut ;
L. Pinjaman pokok -.............cocccromsoscenrs Rp. 13,500,000 —mr
2.Bunga3 % X 30bulan ..o Rp. 12.150.000,- 5 -
3. Denda ...
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o Bendi-bllalen oo g e 8 Rp. 16744320 ; -
@Dcmlu selelah jatul tempo 50 % dar Rp.131.637.500 Rp._ 65818750,
Rp. 108.213.070,- -

( seralus delapan juta dua ratus liga belas ribu tujuh pululi rupiah ) ; —— -

Menimbang, hahwa terhadap petitum No.5, mengena bunga uang yang

harus dibayar oleh para Tergugat, Majelis berpedaman pada bunga vang Bank

Pemerintal yaitu 2 % setiap bulannya, karenanya menghukum para Tergugat

untek membayar hutengnya kepada Penggugat ditambah bunga 2 % setiap

bulannya sejak- gugatan diajukan sampai putusan i mempunyat kekuatan

hukum tetap ; - e - - - =

Meuimbang, bahwa terhadap petitum Mo 6, oleh karena gugatan ini
mengenai luntutan sejumlali uang, maka (untutan mengena vang paksa hars
dinyatakan ditolok ;oo

Menimbang, balwa terhadup petitum No.7 dgar terhadap tanuh
sengkely diluksanakan sita juminan, oleh karena penmnohonan tersebut cukup
beralasan, maka berdusarkan Penctapan Mujelis Hukun I’-;n;;:;uclilun Neger
Surabaya  No.354/Pat G2002/PN. Sby tanggal 23 Okiober 2002 eluly
dilaksanakan sita jaminan terhadop nah  milik Tergugat oleh Paniiery

Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Desember 2002 : — - e

Menimbang, baliwa tediadap petitum No & agar pulusan ini dopat
dyalankan terlebih dahuly walaupun ada bunding mavpun kasasi atau Verzet,

oleh karena persyaratan yang ditentukan olel; pasal 180 HHR ndak dipenuli

maka tuntutan ini harus dinyaiakan ditolak : ——_

Dengan ‘demikian (untutan Penggugat dupat dipenuli sebagian dun

menolak untuk bagian lainnya . 3 S meanes e T

DALAM REKONPENS] ; - e

Menimbang, bahwa maksud dun twjuan gugatan  Rekonpensi adulaly

seperti tersebut diatas ; ——- -

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi / para Terpuga

Konpens: mendalitkan pada intinya sebagai berikut ; -- -

[~ bahwa ...
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= babwa para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpenst tidak mersa
menanda tangant perjanjiin pinjam wang sebagaimana didalilkn Tergugar -

Rekonpensi/Penggupat Konpensi ; - = el s .

bahwa jika benar peqanjiun itu ada maka persyacutan yang demikian it

sangatlaly memberatkan ; -
= babwa dadam keayatwianya tidak tegadi persesunian kehendak antara i
Penggugat  Rekonpensi/Parn  “l'ergugat Ronpensi  dengan  Tergugal
[{ckunpunsifi‘;:ngglLgaL Koupensi, karena para Penggopat Rekonpensi/para

Tergugat Konpensi tiduk merasa melakulcan perjanjian ilu ; -

Menimbang, balwa dari buldi P mengenai perjanjian pinjum uang
Mo.LCRA1403/AT91 tanpeal 27 Maret 1991 lernyata Leluh tedjadi pinjam
uang anlara para Penggogat Rekonpensi/para Tergugat Ronpenst dengan
Tergngat  Rekonpensi/Pengeupat Ronpenst,  yang  mann dari  pibak
Tergugat  Rekonpensi/Penggugat  Konpensi  diwakili alell  managerya
Drs. M.D. Siregar, Bes.BBA, sedungkan  dari pilak imrn Penpgupal

Rekonpensi/pary Tergugat Konpensi ditanda languni oleh 1. AL Munil dan

Ny. Siti Arolah ; L - o

Menimbang, babwa  sclanjulnya  para Penggugal  Rekonpensi/pira
Terpugat Konpensi menyatukan (iduk tegjadi persesuadin kehendak  antary
pilak-pihak yang melukukun perpryian, Majelis Hukin tidak mencankan

suatu - bukti  yang  dapat  mendukung pernyataan  para  Pengpagal

Rekonpensi/para Terougat Konpensi tersebul S - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian distas, maka gugilan Penppupal

Rekonpensi harslah dinyatakan ditolak 5 ——oeeeeeee -
Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undung dan peraliran-periduran

luinnya yang bersangkutan : -

MENGADILI:
DALAM EKSEPSI :

Menoluk Eksepsi para Tergugat ;

(DALAM .........

-
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5 I
DALAM KONPENSI - i e I UL SN S
L Mengabulkan gogatun Penpgugat untuk sebagion s —ee

2. Menyatukan Akta Perjanjian Pinjam Unng langaul 27 maret 1991
No.LCRUIL140/3/BT/91 untars Pengpugal dan para tergupat adalaly sah j
3. Menyatakan para Teegugal telal melakukan Wanprestasi | <.
4. h'!r.;:ndyntnlcnn P Lerpugat bechutang Kepud Penggupal schesar
Rp.1G8.212.070 ( seratus delapan juta dua ratug tigy belas ribu tujuly pulal

ruptah ), ditambah hunga 2 9% seliap bulwmya sejak gupatan dinjukan sumpui

putusan ini mempunyai kekuatan hukon telup ; ———-—- - =
5. Menyatakan sal dan berharga sita jaminan vang relal dilaksanakan

oleh Panitern Pengadilun Negeri gresik pada tanggal 4 Desenber 2012

techadap tanaly milik Tergupnl § —re e -
6. Menolak gugatan Penggupal seluin dan selebilnya § smeemee
DALAM REKONPENSI : - A e e et 2 e e e
Menolak pupatan Penppugat Rekonpensi § -—— - e
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI e e e

Menghukum  pury Tergupat  Konpensi £ para  Pengpugal
Rekonpensi  untuk membayar  biaya  perkary yang  sampai  saal i

diperhitungkan sebesar Rp. 283.000,- ( dua ratus delapan pululi tiga ribu

ruptah ) ; — — s P LA AR

Demikiantal diputus dalam rapal permusynswaralan Majelis ki pitela
hari : SENIN, tanggal 17 MARLT 2003, oleh kami : [ MADE TENGAIL[
WIDARTA, SH. sebagai  Iakim Ketua, PURNAMAWATL SH. dan
H. SAN’ANI SUPRIATNA, SIL masing - masing sebagai  Hakim Anggola,
putusan mana diucapkan dulim sidang yang terbuka untuk umum pada hari ;
RABU tanggal : 19 MARET 2003 oleh Hakim tarsebut, dengan dibadiri
oleh LG.N. CEMENG WIJAY A KUSUMA, SH. Panitera Penpganti pada

' Mengadilan ..
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Pengadilan Negeri terscbut, Kuasa Penggugal dan tanpa dihadici Kuasa pira

B N B S

HAKIM - HAKIM ANGGOTA - ITAKIM KETUA,

=

[y’
e i b
L /,JJ"E T Sy "i“:r'

: s METERAI
. TEMPEL

I. PURNA ?’mwn, shi a‘g%%w"%%

/{//f 7 EMADE TENGAL WIDARTA, SIL

2. 1L SAN'ANI SUPRIATNA, SIL.

Biava-buya

T PANITERA PENGGANT
o

| j:)lq{!a;“mf}g P WA T

i

7

. e

LGN, CEMENG WEIAY A KUSUNMA, SH.

- Redaksi Putusan ...................... Rp.  3.000,-

- Materai Putusan ........................ Rp.  6.000,-

- Administrasi ..
- Pangetlan ......
- Pencatatan .....

o et

ererparsortsiansesavrsiess TN | )L
R e < M 0 LYy a4 IR

Ep. 9.000.--

- Rp. 283.000,- ( dua ratus delapan pululy

tiga ribu rupiah ).
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Pasal 1 :

Pacal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pagal B -
Pasal 8

LAMPIRAN IT

L

9,

\ JWWM
PAEAH KAFIYAWAW'LL TA
,K -{-\N RA /&-..q'

PERJANJIAN FINI{AM, _
; -':I-
Na, 1.«?:#.*;.35.—.1.‘.*.‘?{,;.!'.. i L0k )
( KEEDIT KI it
! e 5
SRR t

h ! -
IJ'm M. L, Elmgar IWW:HWM
Swintara di Surabayn. Dalam persetujuan ini bertindak untuk dan
ats nama Hank tersehut, selanjutnys disebut Bank.
Pihak II /}

15".1? Wdu o . J}f’é

................................... BErsasdsbrannnnfrnnnnn

7. Pekerjaan / berusaha di
){' ey A i bertempat tinggal di ! "j‘*' @’“‘M‘Z
"bq ........ e ‘gdg/‘cﬁ'{dﬂnm persetujusn  ini _disebut Peminja
men?ﬂlakat telah bersetuju mengadukan Parjanjian tarsebuf. dibawah
ll'll . 5 i

- i
i

Peminjam telah mengakui menerima uang scbagai pinjamar dari Bank, sebagaimana nleh |

Bank juga telah diserahkan kepadanya sebesar Hp, /3. 5 Qa0 W polyiionies oo IEOr T
HnnlRal80nK 0z L M0k, 20 Budan,. ... Jundih, RR. 25, ﬁ&qu
ADGEURSR, 160-2, 565,000, = Torip, Bunga 5%, sebulan = !‘"?FFFE.-,..' ,,,,,

Pengembalian pinjaman beserta bunga oleh peminjam nkan diangsur du:lalnrn = *' sy

ROAC 1 WL O R N U « kali angsuran, yang samg hanyuknyn ' _"' v'.--;'.;

Angsuran yang pertamia jatuh pada Lannggal ... 4 e 3 N A A

dan angsuran-angsuran borfkutnya berturut-lurut i.mp-tirup ............ .E'U' wiliiy

sampai pinjaman Lersebul lunas, Tp1, 27-9-93, - B g
Tiap-tiap harl kelambatan membaynr nngsuran, peminjam dikenalan rjnndr ﬁebmr IIE%
sehari darl angsuran lalai, dan diperhitungkan pada masing-masing angsuran . ynng'ldli
Setelah jatul tempa, dendn 1/3% dari tolal angsuran- Anpsuran ynng luEm e

¥ R Sl

s TSI (o N ‘_.!-}.‘.'

'*.!l- &

Bank selalu berhak untuk sewaltu-waktu menarik kembali kredit l:nrn}nksud dulnm pur- J
~+janjianini,dalam hal mana vang yang telah dltenma oleh pemmjam knzunu pﬂrjnnjlnn inI

* seketika juga harus dibayar kembali sekaligus beserta bungn,pmvis! dun nngkus un:kns | b

lainnya, > RS St LT
|| O R

Semua ongkos-ongkos yang tersebut didalam :ﬁrat perjnn]mn |ni diantaranya l:ermuuk
ongkos-ongkos penaksitan, Penyimpanan, pemelihar In pemcrt.'luaan bunng -barang

tanggungan, ongkos-ongkos yang harus dibayar oleh Ban kepads pengacara: ;.rnng duerlhi )
pemungutan hutang Peminjam denpan melalui |1engml lan, ongkas’ pén!unlnn' ‘da ?a"f'l."u'u

execulie, pendek-kata segala macan ongkos yung d]ltlm ulknn knrenn pnrj:njlnn inl dt]

pikul oleh Peminjam., : H, s el o "'r-'m‘j
~ Besudah 3 (tiga) bulan jatun tempo dan pinjaman I:r’nlu:r lunas muknlpaminjnm bﬁrndia““i
barang-barang yang menjadi jAminun dijual oleh Bank ann proses Pengadilan dnlam arti .

-Burat Edaran Khusus hisa dijalankan, wb sl 9 ey et ddand .
[ o 4'1_,‘_“_ I ;

! | j ab poen sl
Peminjam menyalakan dengan ini menerima baik dniﬂu ndule’ kppnd' ta'.;l.:au;pruu.'\ Jietuntuan-
ketentuan termalsud dalam perjanjian ini, sugeuunlpm{!.umn-nnrum n ﬂnl‘{f kebiasunn-
lcebiasaan Banlk perilal kredit, : 3§ 1. 2 [-ti ..T ..d:ﬂ '

TR e RS

Ig.}luh surat kunso peminjam Untuk pemasangan IIIanII: purl.n{un‘nn Jjum,{pnn. dimana
Rank mersa memerluknn, |
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27 MAR 199 9\
W e e LT T e S B P P AT T e EE T PO ST PO 30 ot

Bank Pasar Karyawan Swantara

) A i = S
Q_ﬂ\;, ﬁﬁ;{} WWU ®

s
4_surh..

- et O e
,ﬂ‘"" > . 4, i o
_ '"f".‘mr::;'%.ﬂ".'-.rr.;::.*}’;:r:.’ﬁif‘.",‘...';".:*}"' - ( Drs. M.D. Siregar BSe. BBA )
£8 i Pt e . Ketua / Manager
yminan (pasar lﬁm'dst." K.UH, perdats )
rnyataan mepmzﬁung\'hutang: .
rhiubung dengan yang tertulis diatas, maka yang bertanda tangan dibawah ini
AR 3 T Y 0 AR W | e N S
S T (alamat) B et e b s e E o L P s N T B s ek s S i i
{ pekerjaan ), B e el . W, o MR L

snerangken bersedis menjadi penjamin tentang pelaksanaan dari apa yang ditetapkan dalam surat perjanjian
edit diatas, baik mengenal hutang’ pokok maupun bunga dan unghas-ongkos termasuk ongkos penagiban
ngan melepaskan segala hale terdehih dabulu dan istimewn, ypop bissanyn diberikan kepada para penjamin
utama hak untuk minta dilunaskan lebih dahclu dan memecalikan hutang.

RINCIAN PEMBAYARAN KEMBALL

spsuran bz 1 Jatuhip FREL L askatrs ety eEgte | IO T ol ey e Crtese s R s E e s
s ke 2 - ¢ ; bR T AT t.td.
" ke 3 " MR e Vi ¥
" ke 4 4 LN o in
" ke % 2 ORp g L L
" ke 8 N Y e e
v ke 7 12 At P et T AVIR e PG § - R )
- ke 8 " i L i e S T
"__u‘.ka g -4y =) TR M . e |
o % ke 10 " Lo R SR,
o kel b JE LA s A o S 4
*  kel2 . ' ¥ WA s i

. PERNYATAAN JANJI

L

tatan ISalyn harianji_mwaktww;lktu; Bank memerlukan sugal kuasa khusus, maka sava wajib menanda.
\gani surat kussa tersebut, Dan 'é_lamn pinjaman saya diatag belum |una§, maka surat-surat berharga yvang
'a serahkan kepada BANK tidak saya ambil kecuali kalay saya sudah ‘melunasi pinjaman saya tersebut,
tuk tambahan jaminan t&rhudlpipinjlmln saya ini, maka barang-bareng perabot rumah tangga yang ada
alam rumah saya adalah jaminan terhadap Bank. Dan sewaktu-walktu Bank mengambil barang-barang
lﬁmn tersebut, maky saya tidak berhak menolaknya.

i b | K]

(] = ] .
E
‘:hhh Ul foto ecpy direriken gan PEMINJAM
acekki dengan dilingy
Lermyaty |

€ony |
- onsval derfhn -ini;;mch“ cocok dad

. ' Untuk' &

%hrl Teidyla ( }
v ] - o m 2_ FEsm TR Pk SRR AR a R AR
MN NEGERI TUna by | |

AA
R Vaaiin, n%ﬂni‘r;‘/{_
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IhTas

Tambahan : e .i ’

1) Tiga [3] huian :etc!ah jatuh tempn pinjaman saya belum lunas, maka Bani hnrlmlc untul menempui i
J-r.u.n l:ll dlndmg mu.u:a rumah saya dibawah pengawasan Hanl. Imlah sebagai sumt kuasa sayn kepadn
Bmklﬁfxlukrﬁ'nenﬂmpe]kan papan pengumuman dari Hank. Saya wajib menjaganya dan tidak h-:.lnh

“m*-n:ayanugah “.b; ! i : . » R T )

BALEET Y O N <

E'!.“J‘-‘l "& J&.Jamma“.’"a tidak 5aya|lunasl sebagalmnnu perjanjian dengan Bani, maka. Bank berlmk untui
: ':m:r.gl.lll ha:ahﬁ;aminan Saya wajib, mengumngkan rumah selama satu niiviggu setelah tegoran pet.
tama d“.' Bln-c LBgar Eank dapar menjualnya dan memperhitungkan dengan pinjamar snya, denda-

denﬂl serts nngkus ongkas Eamn}ra yang dikeluarkan oleh Bank.
-y —-—--—j-r—-——-—- 1 ———— ey

@ Jika mzsuran saya pernah ter]ambat atuu didenda maka mmpanan wajib saya gugur, kdrena kelaquan

'

nudn’ .ﬂﬂﬂmm.ﬁa,ﬁ% WS8VE
A I L TN
A "!‘I' P " ws [ L F
4].21...,,%:yn I_:nar}a.m}, .lkun mengaug r dungan tepat sesuai dengan perjanjian pinjaman. RKelalaian angsuran,
lhil 1 A L] w bl
o “ Jrsayarlilquedmi';didendn an dari angsuran—2 lalai dan diperhitungkan pada masing—masing

“"”""i'i'ff'shinnmn"kxuﬁn l}rang lalai. Sr.-taiah jatuh tempo, denda 1/3% sehari dari saldo utang menurul

mzh g SBTEE

.ur—im ku?b\_ ace_ Faemm w\ﬁﬂfﬁﬂ

P

u,,.,,.wn“ﬁ‘.ﬂ.’{_ ,ﬂ'u’.R.. n FRgg i L

I'Fli" Fl Ll il AL‘ ey,
S e Ui M*z 34

Hosm 5 ;ﬁ‘ Surabaya,
‘l'..'.'-l::l FEM e | il g &#.

ln!h B it -- ( ;-fa
-/-- Ez{afén Lor”

Nekuburgan “f*;‘;;x;‘;z_
Lot i i

edinn motin cong amne t o0 T

:[n.ﬁ

Byl e e bl

TR S
rgn o nmcleinad Hade
[

:.“FL tr““"\"" - vig laEg ik 4 pi=

' ' vl = il e

.1- .'I el denis !-J:::v! ¢ e M o 5 £ el

i s ey ;
/

t ' e
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LAMPIRAN IIT

i iar rSitng
. / SURAT PENYERAHAN BARANG? JAMINAN DISERTAI

DENGAN SURAT KUASA KITUSUS f

{Sehubungan dengad Perdunjian Pinjam Uang)
Nolfila LR MIOLRAE0/97 KT, TGL. .5223291.....

! 3 do : ;
Yung bertanda tangan dibawnh ini kami (nama) . .bon B AL Hund £+ Ny S48 Arafabia, ..

pekerjaan /berussha di ). m....b-erf..emput. t:nggu] di . Gumeng, B2, Rwl Kel: viureng, 2
...... HOS e UNBR UTBSIR, | b dalaM u'i:t.n ini selanjutnyn dischbut PEMINJAM
menyatakan sebogni berikut fo.. i, O T R S e e T R S e

Berhubung dengan hutang pinjaman kepm{ﬂ Knpurusl llaniz Pazar Knr_vﬂ.wun Swant.ura ua:nnjutnya e
dengan singkut disébul B A N K, berdasarkan I‘erjmpun Pinjoman Uang terlampi, tertangg:ni E,'?-"*-Ef‘l

dl.nf:nn ini anmjnrn memhunkndmenyemhknn sclmgm_]ummun hu‘rnng barang berupa :
el S i L S L AT i -n.:m No. ;....‘ ...........

3 :
EREBUTrabaya, .ovvnimreisivsnstbbiivnsiminssisirosnane 2o
§¥te bunganya dan provisi oleh _peminjam

. ) .,1.emnnuh1 kewajiban- kqmuihnn hrhadnp

tidak dilakuknn :abn*mmnnu inestinya atau jﬂra.ll ,'
B AN Eyang timbul karena perinnjinn ini, dan knn‘nnyn A
yang teluh diberikan itu maka tanpa memerlukan tegoran lagi bersama ini Peminjam m:mben kﬁhiu j:iruh .
dengan hak substitusi kepada BANK, kunsa mana tidak dapat ditarik kembali, dibatalkan atau mnn_lldlberhenh
dergun melepaskan segnln peroturan Hukum yong menentukan sebab-sebab karena mans® pade :lilrﬁumnyl ¥
kussa-kuasa menjudi berhenti otou batal KHUSUS untuk menjual barang® jaminan di atas dengm cara dan ':;.‘3.'
dengan harga yang dianpggap baik oleh BANK, Baik secara jual lelang di muko umum mnupun BOCATH ]ull
dibawah tungun atae menyershkan barang Jaminan tadi kepada ornng lain otos dasar 'i.umlll untu..'l: :!Huul' et
berangsur-anpgsur, mengambil dan memiliki hasil dari penjualan t,r_-rnebul. dan mnmparhﬂunz’ﬁ.&nnr- ubl;:ul
pembayaran kembali dori hutang Peminjam. ] '1 o, d'L_'_“i'"f g :1,‘, ¥
Untuk memudahkan penjunlan barang tsb, di atas, maka suyufpc.mlma.m herjunjn mergumngkm rumu.h :.rlng'
terscbul di atas, selambot-lambatnya dalam tempo 10 har sotelah tegomn pgrlnmn dan B.\HI-L -,\ __.J"_',,:'“
Di dalam menentukan keientuan® tersebut di atas, DANK mempuryai hak untulk m:nentx,knn l:ndil‘l L
jumlah yang hnrus dibayar oleh Peminjam kepada DANK, karena pnknk ninjaman, bungn, pmv{s; dun nr-gl:nl’ bt
lainnys. " ¥ fy
Jika kemudian teimyata bahwa jumlah yahg ditetapkan ulnh I'-ANI{ melebihi _]umlah lebenlrnyn i
yang harus didayar kemhali gleh peminjam, peminjom berhak untuk melmr kembali kelebihan |tu, akan -

tetapi BANK tidak berkewajibun dan karenanya dibebaskan dad membnvar Tsuur.u kerupian,

!.
I
|
BANK | 27 MAR 1991
Bersama ‘ni BANK mﬂn}'ﬂ-tﬂkﬂﬂ ﬂﬂli-tju doan menlk- ..................---. T TR TR P P e ey u-uullluui 19 ;

rima baik pemberian / nenyerahan hnrnn[;‘jnrninnn |
besertn emhennn kunsa skte di otas.
=4telal 1s] feta fopy diperikey dagn

- Yand .
de CSUNT
o=
lel.'i-riﬂn*' S :
tn e fan el
( Dre. M.D, Siregar BSe, BBA ) teripica ot oo+ oracine 4o
Katua / Manager vewal dhizi fliya

’ Perjinjar.

,‘mﬂ. shera Pagdata , ,:'I_-f'_.'-
= - E{SD? | 7
/ /!’LL:‘ I [ Nie£R) cursBaya s

o
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it el ki LAMPIRAN IV
ANK PASAR KARYAWAN SWANTARA

lzin Menteri Keuangan No, S, Ket, 512/DIM/IIL, 3/6/1975, Tsngeal 25 Juni 1975
i1, May Jen Sungkono, Periokoan Barutama Blok Ve No, -4, Telp. $72960 Surabaya
Penasehat Hukum

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawsh inf :

N&ama :Bp.H.Abd.Bunif + Ny.Liti arfah.
Pekerjanan

Tempat tinggal : Gumenpg, kit2, kv, Kel .Gumeng, Kec . Bungah, Gresik.

dengun inl memberi kussa dengan hak Substitusi kepadu :

BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA |

3. May Jen Sungkono, Pertokoan Barutama Ve No. [ -4, Telp, STI'P:HI Surabaya

et e Lt g S [ TR | o SR

== mengur_us dan menyelesaikan bendnftamnfpemumgun Hi;:'-ntik Pertama untuk

kepentingan Bank I'*nmic-nrynwah Swantara atas tansh Hak: ,, ..., ... . ...
H/fertifikot menurut bukti yanr odo i Bank, '

--------- LA L I T R g LRI BE BT BT THRE TS B S i et s

— menghadap dimana perlu, memberi ketmngan-ketemngan, membuat dan me-
nanda-tangani sural-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut,
mengajukan, menyerahkan segala surat-surnt, membayar segila biaya dan mene
rima tanda pembliavarannya, ;

— menerima: dan menanda-tangani surat-surat tanda Penerimban, sectifikat dan
lain-lain untuk atas nama pemberi kuasa, . :

— mengenai hiuy:_.*binynl Hipotik petlame dan penghapus&ﬁ [ roya ) dilanggung
pemberi kuasa, i T i :
. Vool %
Demikianlah surat kuasa ini dibuat aengan sebenermnya untuk dapat dipergunakan
dimana periu, Kuasa inj tidak dapat dicabut kemh:ﬁi ‘bils pinjaman belum lunas, i
== .
, L 2ip AR )
' 1. Surabayn, J..-‘.
i J PEmI::iu:i;mm:

Penedma kuasa | :
Benk Pasar Karyawan Swartara, * * ¢- b

i L)
v PATS ‘ : o5
o 5_1.5!}‘___....,_ 43 o
A g 1 e SR L =
g ‘:.!.'-‘.. 1_.r- L
L : .'q.i.r - ﬁﬂ'cpl ¥

-

Kuasa inl dipindahkan kepada f,..-v-"E i -

g Eunbl:,rn.
Bank Pasar Karyawan Swantara,

bt B R R N R e A M LT T . i ’

Pensrima pindahan kuasa

\
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L T

DIREKS| TAMPIRAN V
NK INDONESIA

No. 27/162/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
EEBIJAKSANAAN PEREREDITAN BANK BAGI BANEK UMUM

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bank melakukan kegiatan usaha
terutama dengan menggunakan dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya,
sehingga kepentingan dan kepercayaan
masyarakat wajib dilindungi dan
dipelihara;

b. bahwa pemberian kredit merupakan
kegiatan utama bank yang mengandung
risiko yang dapat berpengaruh pada
kesehatan dan kelangsungan usaha bank,
sehingga dalam pelaksanaannya bank
harus berdasarkan azas-azas perkreditan
yang sehat;

c. bahwa agar pemberian kredit dapat
dilaksanakan secara konsisten dan
berdasarkan azas-azas perkreditan yang
sehat, diperlukan suatu kebijaksanaan
perkreditan bank yang tertulis;

d. bahwa ..@%B{
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DIREKSI
WA INDONES| A Halaman 3

Pagal 1

(1) Bank Umum wajib memiliki Kebijaksanaan
Perkreditan Bank secara tertulis.

(2) Kebijaksanaan Perkreditan Bank
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya harus memuat semua
aspek yang ditetapkan dalam Pedoman
Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan
Bank yang merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari Surat Keputusan

dni.
(3) Kebijaksanaan Perkreditan Bank
tersebut dalam ayat {2) waijib

disetujui oleh dewan komisaris bank.

Pagal 2

Kebijaksanaan Perkreditan Bank sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 sekurang-kurangnya
memuat dan mengatur hal-hal pokok
sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman
Penyusunan FKebijaksanaan Perkreditan Bank
sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam

perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;

3. Kebijaksanaan persetujuan kredit;

4. Dokumentasi ..@%.
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DIREKSH
NK INDONESIA

Halaman ....ccemhnns

Pasal 5

(1) Bagi bank yang telah memiliki
Kebijaksanaan Perkreditan Bank pada
waktu berlakunya ketentuan ini, wajib
menyesuaikannya dengan memperhatikan
semua aspek vyang tercantum dalam
Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank.

(2) Bagi bank yang baru mempercleh ijin
usaha setelah berlakunya ketentuan ini,
wajib memiliki dan menerapkan serta
melaksanakan Eebijaksanaan Perkreditan
Bank sejak mulai melakukan kegiatan

usahanya.

Pasal 6
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat
Keputusan ini dapat dikenakan sanksi yang
mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan
sanksai sesuai dengan peraturan perundangan
lainnya yang berlaku.

Pagal 7

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak

-y

tanggal ditetapkan.
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SE No. 27/7/UPPB Jakarta, 31 Maret 1995

e (e,
a
DI TINDONESIA -

Perihal : Kewajiban Penyusunan .dan Pelaksanaan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank
Umum

-—-—a_—_.-___.._.___—._._u_-_x_.-..-._-_—n—---—_——---_—-_..,_

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR. tanggal 31 Maret 1995
tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijaksanaan Perkreditan BRank bagi Bank Umum begerta
lampirannya berupa Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada bank-bank
diminta untuk mempelajari dan memahami dengan baik materi
dalam- pedoman tersebut, - sehingga mempermudah bank dalam
Penyusunan étau penyempurnaan kebijaksanaan
pPerkreditan bank. Perlu ditegaskan bahwa materi dalam
pedoman tersebut bersifat minimal, sehingga apabila

: dipandang perlu bank dapat memperluas'dan'mémperdalam

sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
tersebut di atas ditetapkan bahwa bank wajib menyampaikan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya tanggal = 30 Nopember 1995.. Kebijakan

Pe;krgditan_.-.B(@Z?



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

